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ABSTRAK

Nama : YOHANA, S H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjauan Y uridis Terhadap Kepemilikan Tanah Waris

Oleh Anak Luar Kawin.

Tesis ini membahas periha ahli waris terjadi karena adanya hubungan perkawinan dan
karena adanya hubungan darah. Ahli waris karena adanya hubungan darah dalam hal
ini adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam tesis ini penulis
memfokuskan pada hak mewaris anak luar kawin, dimana anak luar kawin berbeda
kedudukannya dengan anak sah dimata hukum menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kenyataannya dimana
anak luar kawin hanya mempunya hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga
ibunya. Sasaran penulis dalam tesis ini adalah apakah anak luar kawin mempunyai hak
untuk mewaris atas harta peninggalan orang tuanya sendiri (ayahnya) dan tindakan apa
yang dilakukan seorang Notaris’/PPAT untuk membantu agar harta peninggal an tersebut
dapat dimiliki oleh isteri dan anak luar kawin yang ditinggalkan oleh s Pewaris.
Semoga Tesis ini dapat menjadi bacaan bermanfaat dan menambah wawasan bagi
pembacanya.

KataKunci : Hak Waris Anak Luar Kawin
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ABSTRACT

Name : YOHANA, S.H.

Study Program : Master of Notary

Thesis Title - Judicial Review Against Children By Waris Land Ownership of
Foreign Married

This thesis discusses the subject is due to the heirs of the marriage relationship and
because of blood ties. Heirs of blood relationship in this case are the children who are
born within marriage. In this thesis the author focuses on the inherited rights of the
child outside of marriage, where the child outside of marriage different from his
position with alegitimate child before the law, according to Law No. 1 of 1974 and the
Book of Civil Law Act. In fact, where a child outside of marriage has only a legal
relationship with her mother and her family. Target the author in this thesis is whether
the child has the right to marry outside the inherited legacy of his own parents (his
father) and what action is undertaken by a Notary / PPAT to help make these treasures
can be owned by the wife and children outside marriage are left by the heir. Hopefully
thisthesis can be useful reading and add insight to the readers.

Keywords: Inheritance Rights of Children of Foreign Marriage
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku
bangsa yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya terutama
masih bercorak agraris. Sehingga tanah masih merupakan salah satu faktor penting
dalam kehidupan manusia. Baik sebagai sumber hidup maupun sebagai wadah secara
pembangunan fisik untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk
menciptakan kemakmuran dan kesgjahteraan rakyat seperti yang diinginkan bangsa
Indonesia, maka permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan, pemilikan
penguasaaan dan peralihan hak atas tanah memerlukan perhatian yang khusus dalam
peraturan perundangan.

Hal demikian telah diamanatkan dalam sila kelima UUD 1945 dan Pasal 33 ayat 3
UUD 1945, untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam bidang pertanahan maka
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA). UUPA yang memuat dasar-dasar pokok di bidang pertanahan merupakan
landasan bagi usaha pembaharuan hukum sehingga diharapkan adanya jaminan
kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang
angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan
bersama secara adil. Tegasnya untuk mencapal kesegahteraan dimana dapat secara
aman melaksanakan hak dan kewajiban yang diperolehnya sesuai dengan peraturan
yang telah memberikan jaminan kepastian perlindungan terhadap hak dan kewajiban
tersebut.

Dalam Pasal 2 UUPA dinyatakan bahwa Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh
rakyat mempunyai kewenangan untuk mengatur agraria dengan sebutan Hak
Menguasai Negara (HMN). Dalam Pasal 9 ayat 1 UUPA disebutkan sebagal berikut :

'Bachtiar Efendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya,
Cetak Satu, (Bandung:Alumni Bandung, 1983), hal 16.
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“Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan hukum

yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas ketentuan

Pasal 1 dan 2”.
Kemudian mengenal Hak atas tanah Pasa 9 ayat 2 UUPA menyatakan sebagai
berikut:

“Tiap-tigp Warga Negara Indonesia, baik aki-laki maupun wanita mempunyai

kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk

mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya” >
Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia
(WNI) tanpa membedakan pribumi dan keturunan memiliki kesempatan yang sama
untuk memperoleh hak atas tanah dan mendapatkan manfaat serta hasilnya. Hal ini
diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberikan keleluasaaan dan
kemudahan mengenai status kewarganegaraan di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tersebut disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006 yang
mencantumkan :

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia

adi dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang

sebagal Warga Negara.”
Dengan demikian terkait dengan bidang pertanahan, hak seorang warga negara atas
kepemilikan hak atas tanah tidak memandang ciri fisik, suku, agama maupun ras dari
masing-masing warga negara tersebut. Bagaimana dengan kepemilikan hak atas tanah
untuk suku bangsa Cina (Keturunan Tionghoa) yang juga merupakan Warga Negara
Indonesia? Masyarakat Keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia untuk memiliki
hak atas tanah dapat dilakukan salah satunya dengan jalan pewarisan. Dalam ha
pewarisan ini yang seringkali menjadi polemik dalam masyarakat Keturunan Tionghoa di
Indonesia adalah masalah pemilikan hak atas tanah karena pewarisan, karena pada
kenyataannya masih banyak masyarakat keturunan Tionghoa yang berada di

“Boedi Harsono, (Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 220.
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Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setempat.
Kesadaran untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sangat kurang
terutama bagi masyarakat Keturunan Tionghoa yang menikah pada masa pra
kemerdekaan. Hal tersebut tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat Tionghoa pada
waktu itu dan ditambah dengan pengaruh kebudayaan Cina yang masih kental bahwa
perkawinan adalah sah apabila telah memintaijin dari arwah para leluhur serta telah
mendapatkan restu dari para sanak saudara yang ditandai dengan acara reseps atau
makan-makan bersama.

Dalam kondisi tersebut di atas menimbulkan suatu akibat hukum bagi keturunan
mereka yakni anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan
tersebut akan mendapatkan kedudukan sebagal seorang anak luar kawin. Hal ini
disebabkan karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa
suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan meng-
haruskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang telah
dilakukan. Dengan demikian apabila suatu perkawinan tidak memenuhi kedua unsur
sebagaimana diatur dalam pasal tersebut di atas, maka perkawinan dianggap belum
sah menurut hukum negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 856
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi :

“Bila tidak ada orangtua dari pewaris tersebut maka anak-anak luar kawin
yang diakui beserta dengan keturunannya berhak mewaris bersama-sama
dengan saudara pewaris, sedangkan bagi anak luar kawin yang tidak diakui
tidak mempunyai bagian dalam pewarisan karena anak luar kawin tidak
mempunyai hubungan hukum dengan siapapun kecuali dengan yang
mengakuinya’.

Dengan demikian untuk anak luar kawin yang diakui sah status hukum untuk
kepemilikan hak atas tanah warisan sudah jelas bisa dilakukan dan diatur dalam
peraturan perundangan di Indonesia, tetapi bagaimana dengan anak luar kawin yang
tidak diakui, apakah dengan keadaan tidak diakui tersebut mereka harus pasrah
menerima nasibnya yang tidak bisa memiliki hak atas tanah warisan dari s pewaris?

dalam kenyataannya masih banyak sekali di Negara Indonesiaini yang menjadi anak

3 Universitas Indonesia
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luar kawin, sehingga penulis beranggapan bahwa ha tersebut menarik untuk
dilakukan penelitian dan dibahas agar ada penyelesaian dalam permasalahan ini.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka

pokok permasal ahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemilikan tanah waris untuk anak yang lahir dari
perkawinan yang tidak tunduk pada perundang-undangan (menurut Hukum
Indonesia) ?

2. Bagaimana tata caranya agar anak luar kawin dapat memiliki hak atas tanah

warisan yang diberikan oleh si pewaris?

1.3. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah
metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti
data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan
penelitian data primer di lapangan.® Faktor yuridis adalah Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, Peraturan Menteri AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berkaitan dengan
pendaftaran tanah. Faktor empiris adalah kenyataan di lapangan tentang
fakta-fakta dan implementas dari Peraturan yang berkaitan dengan
terjadinya kepemilikan hak atas tanah untuk keturunan tionghoa yang
merupakan anak luar kawin.

3Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2002),
hal. 7.
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2. Spesifikas Pendlitian
Spesifikasi di dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Suatu
penulisan deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-ggaa lainnya dan
dilakukan analisis.* Penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk meng-
gambarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Obyek atau permasalahan
yang diambil adalah implementasi pelaksanaan peraturan dalam upaya
kepemilikan hak atas tanah untuk keturunan tionghoa yang merupakan anak
luar kawin.
Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitik sebagaimana
dikemukakan Winarno Surachmad, maka dikemukakan hal-hal sebagai
berikut ;>
a. Memusatkan diri pada analisis masalah-masalah yang ada pada masa
sekarang, pada masalah yang aktual.
b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian
dianalisa.
Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu deskripsi dari fenomena
yang ada disertai dengan tambahan ilmiah terhadap fenomena tersebuit.
3. JenisData
a. DataPrimer
Data Primer ini merupakan data yang secara langsung didapat dari para
nara sumber dan pengamatan penulis.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperolen melaui studi kepustakaan, yaitu literatur-
literatur para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data yang

“Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: PT.Reja Grafindo Persada, 2004), hal. 10.

®Winarno Surachmad,Dasar Dan Tehnik Research : Pengertian Metodologi [Imiah,
(Bandung : CV Tarsito, 1973), hal.39.
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diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam

melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini

diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui

penelitian di lapangan.

Data sekunder ini berupa:

1) bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan;

2) bahan hukum sekunder, yaitu buku, makalah, dan artikel dari internet
yang berkaitan dengan penélitian;

3) bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan kamus
bahasa.

Data sekunder yang digunakan adalah:

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok- Pokok Agraria;

¢) Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;

e) Peraturan Menteri AgrariadlKepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan

dengan judul tulisan, artikel, makalah, dan artikel yang diperoleh

melalui internet.
3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder dipergunakan bahan

hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan kamus
bahasa.
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3. Alat Pengumpul Data

a. Studi Lapangan dengan mewawancarai dengan pihak yang berkompeten
seperti Notaris, dan lembaga swadaya lainnya.
b. Studi kepustakaan merupakan data yang diambil oleh penulis dari
perpustakaan dan lembaga-lembaga lain.

5. Teknik Pengolahan Data
Metode pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode
kualitatif, tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu
apa yang dinyatakan nara sumber secara tertulis atau lisan, dan juga
perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelgjari sebagai sesuatu yang utuh.
Data yang diperoleh kemudian diolah untuk menentukan kebenaran ilmiah
sehingga data yang telah terkumpul tersebut dapat disgikan dalam sistematika
uraian yang teratur.

6. Teknik Analisis Data
Anadisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan.
Andlisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang
tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretas data dan pemahaman
hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan
dikumpulkan dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap
masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah,
dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disgjikan dalam bentuk
deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam
penulisan ini adalah metode interpretasi yaitu data yang telah dikumpulkan
kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Dalam analisis data, penulis meng-
gunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara
utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil
analisis dan interpretas tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab
isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai

apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Pedoman

Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program

Pascasarjana Universitas Indonesia. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 3 (tiga) bab,

masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai

penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab |

Bab |1

Pendahuluan

Bab ini beris latar belakang, alasan-alasan yang akan mengungkapkan
latar belakang pengambilan judul ini, Pokok permasalahan, Metode
Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Kepemilikan Tanah Waris Oleh Anak Luar Kawin

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang menjadi
landasan dalam penulisan hukum (tesis) ini. Antaralain mengenai :

2.1. Teori-Teori Umum

A. Anak Luar Kawin dan Hukum Perorangan

1. Pengertian Anak Luar Kawin dan Hukum Perorangan
2. Kedudukan Anak Luar Kawin

. Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Waris Perdata

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata

3. Pewarisan Menurut Undang-Undang (ab intestato)
4. Pewarisan Menurut Testamen (ad testamento)

. Macam-Macam Hak Atas Tanah

1. Hak Milik

2. Hak Guna Usaha

3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai

D. Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan

1. Perolehan Hak Atas Tanah
2. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Pewarisan

E. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Jual beli

1. Jual Bdli Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat
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Bab Il :

2. Jua Beli Hak Atas Tanah Menurut Hukum Barat

3. Jual Beli Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya UUPA

4. Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah
2.2. Topik Permasalahan
2.3. Analisa Topik Permasalahan
Penutup
Bab ini merupakan penutup akhir dari seluruh rangkaian penelitian yang
berupa kessimpulan sebaga hasil pendlitian serta memberi saran-saran
yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari
semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.
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BAB 11
KEPEMILIKAN TANAH WARIS
OLEH ANAK LUAR KAWIN

2.1 Teori-Teori Umum
A. Anak Luar Kawin dan Hukum Perorangan
1. Pengertian Anak Luar Kawin dan Hukum Perorangan
Manusia dalam perjalanan kehidupannya paling tidak dihadapkan pada 3 (tiga)
momentum penting, yakni: kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa
tersebut saling memiliki relevansi yang erat dan merupakan suatu siklus kehidupan.
Kelahiran seorang anak akan membawa konsekuensi hukum tertentu dalam
hubungan kekerabatan, khususnya antara s anak dengan orang tua biologisnya.
Sedangkan kematian akan menimbulkan proses pewarisan. Mewaris adalah
menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang
digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan sgja. Fungsi
dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga
(misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.®
Hukum waris dapat didefinisikan sebaga kumpulan peraturan yang mengatur hukum
mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan
kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi
orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam
hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.’
Menurut Mulyadi untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur :
1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang
lain;

2. Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya -

®H.F.A. Voltmar, Op. Cit, hal. 375.

’A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum PerdataBelanda, (Alih Bahasa
M. Isa Arief), hal. 1.
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Perpustakaan
Note


terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;
3. Hartawarisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.
KUHPerdata telah memberikan batasan ataupun syarat-syarat tertentu untuk dapat
menjadi seorang ahli waris, yaitu:
1. Adanyahubungan darah baik sah atau luar kawin (Pasal 832 KUHPerdata);
2. Pemberian melalui surat wasiat (Pasal 874 KUHPerdata);
3. Orang yang menjadi ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal
dunia (Pasal 836 KUHPerdata).
Dengan pengecudian sebagaimana diatur dalam Pasa 2 KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap
sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya.
Keturunan (afstamming) adalah hubungan darah antara anak-anak dan orangtuanya.
Undang-undang mengatur tentang anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (wettige en
onwettige kinderen). Yang terakhir ini juga diberi nama anak luar nikah (natuurlijkc
kinderen) atau diterjemahkan "anak-anak alam™.®
Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau sebaga akibat perkawinan yang sah. Pasa 250
KUHPerdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan
sepanjang perkawinan, memperoleh s suami sebagai bapaknya. Dari ketentuan di
atas, dapat diketahui bahwa sah atau tidaknya status seorang anak sangat tergantung
dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Kata “ sepanjang perkawinan”, artinya sejak
perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sgjak perkawinan
itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati
maupun cerai hidup (Pasal 199 KUHPerdata dan Pasal 38 UUPA). Disini tidak
dipermasalahkan segjak kapan dibenihkan atau dikandung. Oleh karena itu pada
asasnya, untuk menetapkan keabsahan seorang anak, menurut KUHPerdata, tidak
menjadi masal ah kapan seorang anak dibenihkan, dalam arti, apakah ia dibenihkan

¥Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 2000,
hal.18.
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sebelum atau dalam masa perkawinan. Tidak disyaratkan, bahwa anak itu dilahirkan
sepanjang perkawinan, tetapi masalah kapan anak itu dibenihkan, di sini justru
memegang peranan penting.

Pada umumnya anak-anak alam adalah anak-anak yang lahir atau dibenihkan di
luar pernikahan. Mereka dibagi dalam 2 (dua) golongan:

(@) anak-anak luar nikah dalam arti kata luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa
pernikahan orang tuanya; dan

(b) anak-anak luar nikah dalam arti kata sempit, yaitu anak-anak alam dalam arti kata
luas, kecuali anak-anak zina (overspelig) dan sumbang (bloedschennig).

Sedangkan untuk anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin

dalam arti luas.

Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang, dan
anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit). Pembagian anak
tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok seperti itu adalah sesuai dengan penyebutan yang
diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 283 KUHPerdata, khususnya
penyebutan “anak luar kawin” untuk kelompok yang ketiga adalah sesuai dengan
pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdata.

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-
sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak
sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah,
tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdata, dapat
dissmpulkan bahwa anak luar kawin (menurut Pasal 280) di satu pihak, dengan anak
zinadan anak sumbang (Pasal 283) di lain pihak, adalah berbeda.

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283 KUHPERdata, dihubungkan
dengan Pasal 273 KUHPerdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang
dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalarn keadaan
tertentu memberikan perkecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi
diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdata) dapat
mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273
KUHPerdata). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.
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Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau
hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu
atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan
badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak,
sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak
yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang
lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan
ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31
KUHPerdata).

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan
dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-
duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk
saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh
ayahnya (Pasal 280 KUHPerdata).

2. Kedudukan Anak Luar Kawin
Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam
Pasal 43, yaitu:
(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunya hubungan perdata
dengan ibunya dan keluargaibunya;
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Berhubung Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut Pasal
43 Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang
Perkawinan menentukan bahwa kedudukan anak kembali kepada hukum yang lama
yaitu KUHPerdata.
Hubungan antaraibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali

apabila anak itu "overspelig atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak
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hanyaterjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdata).’
Pasal 280 KUHPerdata, yang mengatakan :

“bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin,

timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti,

bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya' pada

asasnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah"

dan atau "ibunya' memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya”.
Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada asasnya anak itu
bukan anak sigpa-siapa. latidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.
Kata "demi-hukum” di sini dimaksudkan, bahwa hubungan hukum dengan orang-
tuanya terjadi secara otomatis, dengan sendirinya, tanpa yang bersangkutan harus
berbuat apes-apa. Kalau melihat prinsip seperti tersebut di atas, tampak bahwa
hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya
hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau dihubungkan dengan anak luar
kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya,
didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Dengan demikian,
hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam
arti biologis.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah inferieur (Iebih
jelek/rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada asasnya berada di bawah
kekuasaan orang-tua (Pasal 299 KUHPerdata), sedangkan anak luar kawin berada di
bawah perwalian (Pasal 306 KUHPerdata). Hak bagian anak sah dalam pewarisan
orangtuanya lebih besar daripada anak luar kawin (Pasal 863 KUHPerdata) dan hak
anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat; dibatasi (Pasal 908
KUHPerdata).

B. Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita mempelgari hukum perdata, maka

®Hartono Soerjopratignjo, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Seks Notariat Fakultas Hukum
Universitas Gagjah Mada, Y ogyakarta, 1983.
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menurut ilmu hukum atau doktrin, hukum perdata dapat dibagi dalam 4 bidang yaitu :
1. Hukum Pribadi (Hukum perorangan atau Hukum tentang diri seseorang).
2. Hukum Keluarga.
3. Hukum tentang kekayaan.
4. Hukum waris.*
Sedangkan Sistematika hukum perdata barat menurut undang-undang, yaitu hukum
perdata sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Bergerlijk Wetboek), terdiri dari :

Buku | : tentang orang (V an personen).
Buku Il : tentang benda (Van Zaken).
Buku Il : tentang perikatan (Van Verbintenissen).

Buku IV : tentang bukti dan kadaluarsa (Van bewijs en verjaring)."
Bahwa Hukum Waris dalam hukum perdata, merupakan suatu bagian tertentu dari
Hukum Perdata secara keseluruhan, dan merupakan bagian dari hukum harta
kekayaan, dan karenanya hanyalah hak dan kewagjiban dalam bentuk dan berwujud
harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan oleh pewaris, hak dan
kewgjiban dalam hukum publik, dan hak kewagjiban yang timbul dalam kesusilaan,
kesopanan serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan keluarga tidak dapat
diwariskan.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris diatur di dalam Buku
Il tentang kebendaan. Dalam Buku 1l tersebut, hukum waris diatur dalam Bab XI|
sampai dengan Bab X V111, dengan pengaturan sebagal berikut :

Bab XIlI : tentang pewarisan karena kematian;

Bab X1l : tentang surat wasiat;

Bab X1V : tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta peninggalan ;

%\ ahyono Darmabrata, 2003. Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris, Jakarta : Fakultas Hukum
Universitas Indonesia hal : 16.

YE X, Suhardana,1996. Hukum Perdata | Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta : Garamedia
Pustaka Utama, hal . 25.

15 Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012



Bab XV : tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan
pendaftaran harta peninggalan;

Bab XVI : tentang menerimadan menolak suatu warisan;

Bab XVII : tentang pemisahan harta peninggalan;

Bab XVIII : tentang harta peninggalan yang tidak terurus.*
Selain di Buku Il tersebut, hukum waris juga terdapat pengaturannya dalam Buku 1,
yaitu masalah harta warisan, hak mewaris dari anak luar kawin yang diakui secara sah
oleh pewaris. Sedangkan masalah hukum waris secara umum, diatur dalam Buku 111
mengena Hibah. Hal ini patut kita ketahui, ternyata hukum waris tidak hanya terdapat
pada Buku |1, yaitu tentang benda sgja.

1. Pengertian Hukum Waris Perdata

Di daam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal
tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan
hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagai mana dikatakan didalam Pasal 830
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya
berlangsung kerena kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adal ah tanpa adanya orang
yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewaris (ahli waris) dan tidak
meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum
pewaris. Karena tidak adanya pengertian hukum waris dalam Undang-Undang hukum
perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian dari
hukum waris perdata yaitu :
Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) :
“pengertian warisan ialah : bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah
pelbaga hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia
meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.®

21 bid, hal 20.

3H. Hilman Hadikusumah. 1996. Hukum Waris | ndonesia Menurut Perundangan Hukum Adat,
Hukum Agama Hindu - Islam. Citra Aditya Bhakti : Bandung, hal. 5.

16 Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012



A Pitlo:

“Hukum Warisiaah : kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena
matinya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh s
dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.*

Mr. Dr.D.M. Knol :

“Hukum Waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan
dari orang yang telah meninggal, kepada ahli warisnya atau lebih”.*®

Satrio :

“Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur
perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa
orang lain”.*®

Vollmar :

“Hukum Waris dianggap sebagai hukum kebendaan, karena hukum waris merupakan
suatu hak yang berdiri sendiri yang dapat dijual (Pasal 1537 Kitab undang-undang
hukum perdata) , hak waris juga merupakan suatu hak pakai atau hasil barang
peninggalan (Pasal 834 Kitab undang-undang hukum perdata) karena Vollmar
berpendapat hak waris dan hak kebendaan telah memenuhi beberapa ketentuan”.
Hilman Hadikusumah :

“Warisan menunjukan harta kekayaan dari yang meninggal yang kemudian disebut
pewaris, balk harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-
bagi”.

Wahyo Darmabrata :

“Peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atau meninggalnya seseorang
terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan . Hukum waris merupakan semua kaidah
hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada
ahli warisnya. Selain mengatur mengenai nasib harta kekayaan yang ditinggalkan oleh

pewaris, hukum waris juga mengatur siapa diantara para anggota keluarga pewaris

¥Eman Suparman. 1995. I ntisari Hukum Waris | ndonesia, Mandar Madju : Bandung, hal. 3.
5Sudarsono, 1993. Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Rineka Cipta: Jakarta. hal. 11.

1%Hadikusumo,op.cit. hal.5.

17 Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012



yang berhak untuk mewaris’."

Berdasarkan beberapa pengertian Hukum Waris Perdata dari para ahli tersebut

diatas, maka dapat dismpulkan secara umum bahwa, Hukum Waris Perdata adalah
suatu proses hukum atau peraturan yang mengatur tata cara perpindahan atau
pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat
dinilai dengan uang maupun hutang-piutang, kepada orang-orang yang berhak
mewarisinya (ahli waris), balk menurut undang-undang maupun surat wasiat, sesuai

bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata
Unsur-unsur hukum waris perdata, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan,

ketiga unsur hukum warisini akan dibahas lebih luas lagi oleh penulis.

a. Pewaris, siapa yang layak disebut sebagal pewaris ?, banyak kalangan memberi
jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk bunyi Pasal 830 KUHPerdata, yaitu
setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari pernyataan tersebut adalah
kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikitpun harta benda.
Hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal dunia
dan dengan tidak meninggalkan harta benda. Kesimpulan dari penulis tentang
pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya bukti akta
kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.

b. Ahli waris, siapa yang sebenarnya layak menjadi ahli waris ?, secara garis
besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris, kelompok
pertama adal ah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan Undang-Undang
telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPerdata, disebutkan :

“Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah : para
keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan s suami atau istri yang
hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini”.

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara

YDharmabrata. Op.cit.,hal .3
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suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik
negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta
peninggalan mencukupi untuk itu “.*
Berdasarkan pada pernyataan tersebut, yang berhak sebagai ahli waris menurut
Undang-Undang adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai
hubungan darah dengan si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris
adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan s yang meninggal.
Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris, karena s yang meninggal
di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu,
misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum
dengan membuat surat wasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris tidak
akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luar
kawin baru akan tampil sebaga ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris
dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris
menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUHPerdata :

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul

hubungan perdata bantara si anak dan bapak atau ibunya”.*
Harta Warisan, pada umumnya harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh
pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya, tetapi harus
diingat harta warisan tidak secara otomatis bisa dibagi-bagikan, kita harus melihat
dulu status perkawinan dari pewaris, jika pewaris kawin tanpa perjanjian kawin,
maka dalam perkawinan antara pewaris dengan suami/isterinya tersebut terjadi
percampuran harta (Pasa 119 KUHPerdata) dengan percampuran harta
berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata, harta campuran perkawinan tersebut dibagi
menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak
terpisahkan untuk suami/isteri sebagai duda/janda, dan setengah bagian yang tidak

81 bid, hal. 221

1 bid. hal. 69
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terpisahkan sebagai harta peninggalan pewaris, untuk kemudian dibagi-bagikan
kepada para ahli waris. Jika sebelum perkawinan pewaris dengan suami / isteri,
dibuat perjanjian kawin (Pasal 139 KUHPerdata), maka harta tetap dibawah
penguasaan masing-masing pihak, tidak perlu lagi dibagi dua. Jadi harta warisan
jika terjadi percampuran harta dalam perkawinan adalah setengah bagian dari
harta campur dikurangi hutang (jika pewaris meninggalkan hutang), sedangkan
jika perkawinan dengan perjanjian kawin (harta tetap dibawah penguasaan
masing-masing suami dan isteri) maka jika salah satu dari mereka meningga
dunia, harta yang ditinggalkan itulah menjadi harta warisan.

3. Pewarisan Menurut Undang-Undang (ab | ntestato)
1. Pewarisan Berdasarkan Kedudukan Sendiri (uit eigenhoofde).

Ahli waris menurut Undang-Undang (ab intestato) adalah ahli waris karena

kedudukannya sendiri (uit eigenhoofde) demi hukum berhak mewarisi harta

peninggalan pewaris, menurut KUHPerdata, bahwa ahli waris menurut Undang-

Undang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Penggolongan ahli waris menurut hukum waris perdata adalah sebagai berikut :

a. Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris
beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama
ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-
anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852
ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka
mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari
perkawinan yang berbeda. Pasal 852a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup
terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari Pasal 852 ayat 1
adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan
dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari
pewaris. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh
melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal 1/4 (satu per
empat). Maksud dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan

kedua dan pewaris meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan
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pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi
bagian anak dari perkawian pertama.

. Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu,
beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini
adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPerdata. Pasal 854 KUHPerdata tentang
bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan
ibu masing-masing 1/3 (satu per tiga) jika ada satu saudara, dan masing-
masing 1/4 (satu per empat) jika ada dua saudara atau lebih. Pasal 855
KUHPerdata tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka
bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah 1/2 (satu per dua) jika mewaris
bersama satu orang saudara, 1/3 (satu per tiga) jika mewaris bersama-sama
dua orang saudara, 1/4 (satu per empat) jika mewaris bersama 3 orang saudara
atau lebih. Pasal 856 KUHPerdata, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara
berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUHPerdata adalah
mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga
macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara sebapak, dan saudara seibu.
Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar,
sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka
bagiannya harus dibagi dua (kloving) yaitu 1/2 (satu per dua) bagian untuk
saudara dalam garis sebapak, dan 1/2 (satu per dua) untuk saudara garis seibu,
saudara kansung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis sebapak dan
bagian dari garis seibu.

. Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta
keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis sebapak maupun dalam
garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal
85,853,858 KUHPerdata. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857
KUHPerdata, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus
dilakukan kloving terlebih dahulu, yaitu 1/2 (satu per dua) bagian untuk ahli
waris dalam garis sebapak, dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk ahli waris garis
seibu.

. Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian

keturunan mereka sampai dergjat keenam. Ahli waris golongan keempat ini
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termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang
lebih jauh.?® Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal
850, 858, 861, KUHPerdata. Pembagian ahliwaris golongan keempat ini
intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian
warisan harus dikloving terbelih dahulu, yaitu 1/2 (satu per dua) bagian untuk
ahli waris dalam garis sebapak, dan 1/2 (satu per dua) bagian untuk ahli waris
dalam garis seibu.
Ha penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah
sampal dergjat keenam, setelah dergjat keenam tidak akan tampil sebagai ahli
waris. Sebagaimanaterdapat pengaturan didalam Pasal 861 KUHPerdata :
“Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam
garis menyimpang lebih dari dergjat keenam, tak mewaris’.#
2. Pewarisan Berdasarkan Penggantian Tempat .
Lembaga hukum waris penggantian tempat ditujukan untuk memberi
perlindungan hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal
lebih dulu, dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia
kepada keturunan yang sah. Penerimaan harta warisan oleh keturunan yang sah
dari ahli waris yang telah meninggal tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli
waris melainkan sebagai pengganti dari ahli waris yang telah meninggal tersebut.
Kedudukan sebagai ahli waris tetap pada s yang meninggal, sedangkan keturunan
sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.?? Pengertian dari penggantian ini
dapat kitatemukan dari ketentuan Pasal 841 KUHPerdata menurut ketentuan pasal
tersebut, penggantian adalah memberikan hak kepada seseorang yang
menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam dergjat dan dalam segala
hak dari orang yang digantikan. Dengan demikian, pengertian pergantian menurut
ketentuan pasal tersebut diatas adalah memberikan hak kepada seseorang untuk

O bid, hal. 125
2 bid, hal. 229

“Amanat. Op.Cit. hal. 61
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bertindak sebagai penggantinya, baik dalam derajat maupun dalam segala hak dari

orang yang digantikan itu, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta

warisan. Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian adalah :

1) Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang
sebenarnya berhak mewaris.

2) Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris
meninggal .

3) Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari
ahli waris yang digantikan itu.

Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang

penggantian atau ahli waris pengganti ini adalah Pasal 841-848 KUHPerdata,

penggantian dalam undang-undang dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

1) Penggantian dalam garis keturunan kebawah (penggantian dalam golongan
pertama). Pasal yang mengatur penggantian dalam golongan pertama ini
adalah Pasal 842 KUHPerdata, “penggantian dalam garis lurus kebawah yang
sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya’.

2) Penggantian dalam garis menyimpang (penggantian dalam golongan kedua),
pasal yang mengatur penggantian golongan kedua ini adalah Pasal 844/845
KUHPerdata.

3) Penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh (penggantian dalam
golongan keempat) Pasal yang mengatur 844/845 KUHPerdata, dalam arti
lebih diperluas.

Y ang penting dan harus diingat dalam proses penggantian ini adalah ahli waris

yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya, yang dapat digantikan

harus ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan ahli waris tersebut

meninggalkan keturunan yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 847

KUHPerdata, yaitu “tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang

masih hidup selaku penggantinya’”.

. Hak Waris Anak Luar kawin

Di daam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak terdapat pengertian

tentang anak luar kawin, Undang-Undang hanya mengatur bagaimana proses
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status anak luar kawin menjadi anak sah, maupun menjadi anak tidak sah.

Undang-Undang, memberikan pengertian dalam dua arti, yaitu :

1) Anak luar kawin dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan diluar
perkawinan kedua orang tuanya, pengertian disini termasuk anak-anak zinah
dan anak-anak sumbang.

2) Anak luar kawin dalam arti sempit, adalah anak-anak yang dilahirkan diluar
perkawinan kedua orang tuanya, yang bukan anak-anak zinah atau anak-anak
sumbang.

Anak luar kawin dalam arti sempit dapat diakui oleh orang tuanya atau orang yang

telah membenihkannya, baik oleh bapak maupun ibunya.

Akibat hukum pengakuan adalah dengan timbulnya hubungan hukum antara orang

tua yang mengakui anak luar kawin tersebut.”

Menurut Pasal 281 KUHPerdata pengakuan terhadap anak luar kawin dapat

dilakukan dengan cara:

1) Membuat Akta Kelahiran Anak (Pasal 291 ayat 1 KUHPerdata) yang dibuat
oleh Pgjabat Catatan Sipil.

2) Dicatatkan dalam akta perkawinan kedua orang tuanya, seketika setelah orang
tuanya melangsungkan perkawinan di kantor catatan sipil (Pasa 281
KUHPerdata).

3) Dibuat akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdata) yang dibuat oleh seorang notaris
tentang keabsahan anak itu.

4) Dibuatkan akta otentik, yang dibuat oleh pgabat Catatan Sipil, dicatat dan
dibukukan dalam daftar catatan sipil, sesuai dengan tanggal kelahiran anak
tersebut (Pasal 282 ayat 2 KUHPerdata).

5) Surat pengesahan dari presiden, melalui lembaga Departemen Kehakiman dan
Mahkamah Agung, jika keduanya orang tuanya lalai mengakui anak luar
kawin mereka sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 274
KUHPerdata).

Anak luar kawin yang telah diakui sah (Pasal 862 KUHPerdata) berhak
menjadi ahli waris sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu
anak luar kawin mempunyai kedudukan sebagai ahli waris golongan pertama

(mewaris bersama suami/isteri, dan anak-anak sah), anak luar kawin juga
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mempunyai bagian mutlak yang dilindungi Undang-Undang (Pasal 916
KUHPerdata).

Besarnya bagian warisan anak luar kawin yang telah diakui (Pasa 863

KUHPerdata), adalah sebagai berikut :

1) Jika Anak Luar Kawin Mewaris Bersama-Sama Dengan Ahli Waris Golongan
Pertama, Maka Bagiannya Adalah 1/3 X Seandainya Dia Anak Sah. Dalam
Menghitung Bagian Anak Luar Kawin, Dihitung Dulu Ada Berapa Ahli Waris
Golongan Pertama.

2) Jka Mewaris Bersama Dengan Ahli Waris Golongan Kedua, Bagiannya
Adalah 1/2 (satu per dua) Dari Harta Peninggalan Pewaris.

3) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Ketiga, Bagian Anak Luar Kawin
Adalah 1/2 (satu per dua) Dari Harta Peninggalan.

4) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Keempat, Bagian Anak Luar
Kawin Adalah 3/4 (tiga per empat) Dari Harta Peninggalan.

5) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Ketiga Dan Golongan Keempat,
Bagian Anak Luar Kawin Adalah 1/2 (satu per dua) Dari Harta Peninggalan.

4. Pewarisan Menurut Testament (ad testamento)

Dalam pewarisan menurut testament maka ditinjau dari isi testament dikena dua
cara, yaitu :

1. Erfstelling atau pengangkatan waris, Pasal 954 KUHPerdata menentukan bahwa,
wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana s yang mewariskan
kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan
ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian
seperti setengahnya, sepertiga. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 KUHPerdata,
erfstelling tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding
dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.

2. Hibah Wasiat atau Legaat, di dalam Pasal 975 KUHPerdata, menentukan bahwa
hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan
kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari
suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak

bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.
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Hibah wasiat menurut Pitlo, adalah apa yang didapat oleh penerima hibah wasiat
itu. Sedangkan penerima hibah wasiat (legataris) ialah seseorang tertentu yang
berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu wasiat menerima barang tertentu
(zaak/Zaken) atau sgjumlah benda yang dapat diganti (vervangbare zaken).
Legataris termasuk kategori penerima hak dengan atau secara hak khusus.
Pengangkatan/penunjukan sebagai ahli waris (erfstelling) atau pemberian hibah
wasiat. Erfstelling berbeda dengan hibah wasiat, karena dengan legaat kepada
seseorang hanya diakui untuk memperoleh suatu benda atau lebih (zaak/zaken)
atau benda jenis tertentu. Kedudukan seorang legataris adalah sama dengan
penagih utang harta. Sedangkan kedudukan ahli waris (ab intestato dan / atau
erfstelling) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta
pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya.

Meijers telah menjelaskan secara mendalam, bahwa legataris hanya mempunyai
hak pribadi, yaitu hak untuk menuntut terhadap ahli waris, hak untuk melakukan suatu
tagihan terhadap harta yang belum terbagi, dan hak untuk melakukan pemisahan
terhada harta peninggalan dari pewaris.

Sedangkan kesamaan antara testament yang berisi hibah wasiat dan yang beris
erftelling adalah pelaksanaan dari wasiat tersebut baru berlangsung atau dapat
dilaksanakan setelah pembuat testament (pewaris) meninggal dunia. Kesamaan kedua
adalah tidak ada uraian secara tegas dalam testament mengenai cara pewarisan ini,
apakah wasiat termasuk legaat atau erftelling, untuk itu tugas dari notarislah yang
harus menafsirkan apakah wasiat yang diberikan kepadanya termasuk jenis wasiat

yang berisi legaat atau wasiat yang berisi erfstelling.

C. Macam-Macam Hak Atas Tanah

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi yang
menguasai seluruh rakyat. Berdasarkan hal ini negara, sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memiliki macam-macam hak atas tanah
yang dapat diberikan kepada dan dipunya oleh orang-orang baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak Atas

Tanah dimaksud memberi kewenangan untuk mempergunakan tanah, bumi dan air
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serta ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku.

Ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanah yaitu terdapat dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(selanjutnya disebut UUPA), yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33
ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Adapun penggjawantahan lebih lanjut mengena hukum tanah banyak tersebar
dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Pakai atas Tanah; Peraturan Menteri Agraria/lKepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; dan lain-lain. Dalam ruang lingkup agraria,
tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang
dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya
mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.
Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA vyaitu “atas
dasar hak menguasal dari negara sebagal yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain serta badan-badan hukum. Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat
dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk :

1. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat
dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang
mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli
warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan
(HGB), Hak Pakai (HP).

2. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat
sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak

menyewa atas tanah pertanian.
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Berikut ini akan dibahas mengenai Hak-hak atas tanah yang bersifat Primer dalam
UUPA antara lain adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak
pakai.

1. Hak Milik

Hak milik merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan
paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam
ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai

orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”
Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama
pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya
dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagal subjek hak
milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas
tanah yang lain, tidak mempunyal batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari
gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah
memberi wewenang kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas
tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan
tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Pernyataan di atas mengandung pengertian betapa penting dan berharganya
menguasai hak atas tanah dengan title “Hak Milik” yang secara hukum memiliki
kedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat mempertahankan haknya
terhadap siapapun. Namun demikian bukan berarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh
yang melekat pada hak milik menjadikan hak ini sebagai hak yang mutlak, tidak
terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, karena dalam situasi dan kondis tertentu
hak milik ini dapat pula dibatas. Pembatasan yang paling nyata diatur dalam
ketentuan UUPA antaralain terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 6: Semua hak atas tanah mempunya fungsi sosial. Seseorang tidak
dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak
miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya,
apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat
karena sesuai dengan asas fungsi social ini hak milik dapat hapus

jika kepentingan umum menghendakinya.
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- Pasal 7: Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan

penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

-Pasal 17: Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai

tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum
dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak
tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

-Pasal 18:  Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan

Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah
dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan
menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

- Pasal 21 ayat (1) : Hanya Warga Negara | ndonesia dapat mempunyai hak milik.
Mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telah dikenal dua asas, pertama asas
“Nemo plus juris transfere potest quam ipse habel” , artinya tidak seorangpun dapat
mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau
apa yang dia punyai. Kedua, asas “ Nemo sibi ipse causam possessionis mutare
potest”, artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya
sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya.Kedua asas tersebut semakin mengukuhkan
kekuatan sifat terkuat dan terpenuh hak milik atas tanah. Kewenangan yang luas dari
pemiliknya untuk mengadakan tindakan-tindakan di atas tanah hak miliknya,
kekuatan pemiliknya untuk selalu dapat mempertahankan hak miliknya dari gangguan
pihak lain, dan segala keistimewaan dari hak milik mempunyai nilai keabsahan dan
kehalalan yang dijamin kedua asas tersebui.

Setiap peralihan, hapusnya dan pembebanan atas tanah hak milik dengan hak-hak
lain harus didaftarkan pada kantor pertanahan dimana tanah berada. Peralihan hak atas
tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu
pihak ke pihak lain. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan. Hak milik hapus apabila tanahnya jatuh kepada negara karena
pencabutan hak untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, karena penyerahan dengan sukarela oleh
pemiliknya, dan karena ditelantarkan.

Dalam ketentuan pasal 21 ayat 3 dan ayat 26 UUPA yaitu: apabila hak milik jatuh
kepada bukan warga Negara Indonesia karena alasan adanya jual beli, penukaran,
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penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak kepada orang asing maka hak
milik berakhir dari berbagal macam hak atas tanah tersebut.
2. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun dan untuk perusahaan yang
memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling
lama 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan waktu paling lama 25 tahun. Hak
ini diberikan untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Y ang dapat mempunyai hak guna usaha ialah warga Negara Indonesia dan badan
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hak
guna usaha hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka
waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang
haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, dan
apabila ditelantarkan oleh pemegang hak, atau tanahnya musnah.
3. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan—
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama
30 tahun, atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta
keadaan bangunan-bangunannya. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan waktu
paling lama 20 tahun, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak
lain. Y ang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah warga Negara Indonesia dan
badan hukum yang didirikan menurut hukum Indoensia dan berkedudukan di
Indonesia.
Macam-macam hak guna bangunan dilihat dari asal hak atas tanahnya:

- Jika tanah dikuasai langsung oleh negara maka lahirnya hak guna bangunan
karena adanya penetapan pemerintah;
- Hak guna bangunan juga lahir karena adanya perjanjian yang dituangkan

dalam suatu akta otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak
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yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, atau yang bermaksud
menimbulkan hak tersebuit.
Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
Hak guna bangunan juga dapat hapus karena aasan-alasan yang sama seperti alasan-
alasan hapusnya hak guna usaha.
4. Hak Pakai
Hak paka adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi
wewenang dan kewgjiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh
peabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya. Hak pakai bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan
tanah.
Hak paka dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu dan diberikan secara cuma-cuma, dengan
pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

Y ang dapat mempunyai hak pakai ialah:

Warga Negara Indonesia ;

Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesig;
Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka hak pakai hanya
dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ijin pegjabat yang berwenang. Sedangkan
hak pakal atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika ha ini
dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Adapun mengenai jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak milik atas
tanah terdapat penegasannya lebih lanjut yaitu melalui suatu mekanisme yang
dinamakan ‘ Pendaftaran Tanah” atau “ Recht Kadaster.”

Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Pendaftaran Tanah adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan
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penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar

mngenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian

sertifikat sebagal surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

membebaninya. Berkaitan dengan hal ini terdapat 2 (dua) macam asas hukum, yaitu :

Asas itikad baik, yaitu bahwa orang yang memperoleh sesuatu hak dengan
itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum.
Asasini bertujuan untuk melindungi orang yang beritikad baik.

Asas nemo plus yuris, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak
melebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungi pemegang
hak yang selau dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama
Siapapun.

Dari kedua asas tersebut melahirkan 2 (dua) sistem publikasi pendaftaran tanah,

yaitu:

Sistem publikas positif, yaitu bahwa apa yang sudah terdaftar itu dijamin
kebenaran data yang didaftarkannya dan untuk keperluan itu pemerintah
meneliti kebenaran dan sahnya tiap warkah yang digjukan untuk didaftarkan
sebelum hal itu dimasukkan dalam daftar-daftar. Jadi kelebihan pada sistem
pendaftaran ini adalah adanya kepastian dari pemegang hak, oleh karena itu
ada dorongan bagi setiap orang untuk mendaftarkan haknya. Kekurangannya
adalah bahwa pendaftaran tersebut tidak lancar dan dapat sgja terjadi
pendaftaran atas nama orang yang tidak berhak dapat menghapuskan hak
orang yang berhak.

Sistem publikasi negatif, yaitu bahwa daftar umum tidak mempunyai
kekuatan hukum sehingga terdaftarnya seseorang dalam daftar umum tidak
merupakan bukti bahwa orang tersebut yang berhak atas hak yang telah
didaftarkan. Kelebihan dari system pendaftaran ini yaitu kelancaran dalam
prosesnya dan pemegang hak yang sebenarnya tidak dirugikan sekalipun
orang yang terdaftar bukan orang yang berhak. Tetapi kekurangannya adalah
bahwa orang yang terdaftarkan akan menanggung akibatnya bila hak yang
diperolehnya berasal dari orang yang tidak berhak sehingga orang menjadi
enggan untuk mendaftarkan haknya.
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Kebijakan hukum tentang pembatasan kepemilikan hak atas tanah yang diterapkan
daam pasal-pasd UUPA tersebut dalam tatanan teoritis idealis tampak
mencerminkan cite-cita dari pembentukan UUPA itu sendiri yang pada pokoknya
bertujuan untuk:

1. meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan
merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan
bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang
adil dan makmur;

2. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan, dan kesederhanaan
dalam hukum pertanahan;

3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-
hak atas tanah bagi rakyar keseluruhan.

Dalam tatanan praktis, bukan ha mudah untuk mewujudkan cita-cita
pembentukan UUPA tersebut karena konflik kepentingan antara berbagai pihak
senantiasa menjadi duri dalam pencapaian tujuan tersebut sehingga pelaksanaan
kebijakan yang mengatur masalah hak-hak atas tanah tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Perselisihan yang terjadi baik secara horizontal maupun vertikal banyak
mewarna ranah pertanahan Indonesia, khususnya mengenai hak milik ini sehingga
pada akhirnya banyak melahirkan sengketa hak milik.

D. Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan
1. Perolehan Hak atas Tanah

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan (disengaja) atau
peristiwa hukum (otomatis/tidak disenggja) yang mengakibatkan diperolehnya hak
atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Contoh peristiwa hukum
adal ah warisan karena pemilik meninggal dunia.
Perolehan hak pada dasarnya ada dua : yaitu peralihan hak dan perolehan hak baru.
Peralihan hak berarti sebelum memperoleh hak, hak atas tanah dan atau bangunan
tersebut sebelumnya sudah ada di “orang” lain. Karena perbuatan atau peristiwa
tertentu, haknya beralih kepada subjek hukum A ke subjek hukum ke B. Sedangkan
perolehan hak baru biasanya berasal dari tanah negara kemudian diperoleh subjek
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pajak atau konversi hak, contohnya, dari hak adat menjadi hak milik.?
a. Peralihan Hak
Peralihan hak dapat terjadi pada peristiwa:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

Jual beli;

Tukar-menukar;

Hibah,;

Hibah Wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian
hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum
tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia;

Waris;

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan hak
atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan
Terbatas atau badan hukum lainnya sebagal penyertaan modal pada Perseroan
Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut;

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian
hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan
kepada sesama pemegang hak bersama;

Penunjukan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh
Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang;
Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyal kekuatan hukum tetap, yaitu
adanya peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu
pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebuit;
Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih
dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan
melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung;

Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan
cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang
bergabung tersebut;

“Miftachul Machsun, “Beberapa Persoalan yang Dihadapi atau Mungkin Dihadapi Notaris dan
PPAT dalam Melaksanaakan Jabatannya Berikut Solusinya’, Makalah Acara Upgrading dan
Refreshing Course pada Kongres ke XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009, hal. 3.
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12) Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan
usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan
sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan
tanpa melikuidasi badan usaha yang lama;

13) Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan
atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada
penerima hadiah.

b. Pemberian Hak Baru
Pemberian hak baru dapat terjadi pada peristiwa:
1) Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau
badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak;
2) Di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang
pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Pewarisan

Peralihan hak atas tanah terjadi karena beralih atau dialihkan. Beralih, misalnya
karena pewarisan. Sedangkan dialihkan, misalnya karena jua beli, tukar menukar,
hibah dan penyertaan modal berupa bidang tanah ke dalam suatu perusahaan.*
Menurut Hukum Perdata jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal dunia, hak
tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak tersebut kepada
para ahli waris, yaitu siapa-siapa yang termasuk ahli waris, berapa bagian masing-
masing dan bagaimana cara pembagiannya diatur oleh Hukum Waris amarhum
pemegang hak yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
mewagjibkan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dalam rangka memberi
perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha
pendaftaran tanah agar data yang tersimpan dan disgjikan selalu menunjukkan

#Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda
(Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia), ( Bandung : CV.Mandar Maju, 2004), hal. 221.
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keadaan mutakhir.”

PP 24/1997 tidak menetapkan jangka waktu dilakukannya pendaftaran peralihan
hak karena pewarisan, tetapi ada ketentuan yang membebaskan biaya pendaftaran
apabila dilakukan dalam waktu enam bulan sgjak tanggal meninggalnya pewaris
(Pasal 61 Ayat 3). Pengaturan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diatur
PP 24/1997, yaitu : %

a. Untuk Bidang tanah yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun
yang diwgjibkan menurut ketentuan Pasal 36 PP 24/1997, wgjib diserahkan oleh
yang menerima hak atas tanah atau hak milik rumah susun yang bersangkutan
sebagal warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat yang bersangkutan, surat
kematian orang yang namanya dicatat sebagal pemegang haknya dan surat tanda
bukti sebagal ahli waris.

b. Untuk bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar wajib diserahkan
juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b
PP 24/1997.

c. Jikapenerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut
dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

d. Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut
didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa
hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada
penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebaga ahli
waris dan akta pembagian waris tersebui.

e. Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang
menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima
warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar
peralihan haknya kepada para penerimawaris yang berhak sebagai hak bersama

*Boedi Harsono, op. cit, hal. 519.

%F| orianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Cetakan kelima, (Jakarta : Visimedia,
2009), hal. 62.
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mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian

waris tersebut.

E. PENDAFTARAN PERLAIHAN HAK KARENA JUAL BELI

Untuk menyebutkan ketentuan hukum yang berlaku dalam jual beli hak atas tanah
setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Penulis akan
menjelaskan terlebih dahulu mengenai jual beli hak atas tanah menurut Hukum Adat
dan Hukum Barat, selanjutnya baru akan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku
setelah keluarnya UUPA, hal ini perlu dijelaskan lebih lanjut agar masyarakat Iebih
bisa memahami lagi tentang jual beli yang terjadi di Indonesia.

1. Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, jual beli hak atas tanah bukan merupakan perjanjian seperti
yang dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan hukum
yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk
selama-lamanya. Pada saat itu pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual.
Dengan dilakukannya jual beli tersebut, maka hak milik atas tanah itu beralih kepada
pembeli. Sgjak itu menurut hukum, pembeli telah menjadi pemilik baru. Harga tanah
yang dibayar bisa seluruhnya, tetapi dapat juga sebagian. Tetapi biarpun baru dibayar
sebagian menurut hukum dianggap telah dibayar penuh.”

Jual beli hak atas tanah menurut hukum adat bersifat apa yang disebut “contant”
atau “tunal”. Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang
bersamaan. Pada saat itu, jual beli tersebut menurut hukum telah selesai. Sisa
harganya yang menurut kenyataannya belum dibayar dianggap sebagai utang pembeli
pada bekas pemilik, atas dasar perjanjian utang piutang yang dianggap terjadi antara
pembeli dan bekas pemilik segera setelah jual beli tanah tersebut dilakukan.
Perjanjian utang piutang itu tidak ada hubungan hukumnya dengan jual beli hak atas
tanah tadi. Ini berarti, bahwa jika kemudian pembeli tidak membayar sisa harganya,

2’'Boedi Harsono, Jual Beli Tanah dan Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional, Unika Atma
Jaya, Jakarta, 1992, hal 9.
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maka bekas pemilik tidak dapat menuntut pembatalan jual beli. Penyelesaian
pembayaran sisa harga tersebut harus dilakukan menurut hukum perjanjian utang
piutang.

Daam hukum adat “jual beli tanah” bukan perbuatan hukum yang merupakan apa
yang disebut “perjanjian obligatoir”. Jual beli tanah dalam Hukum Adat merupakan
perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya harga yang
disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan.
Biasanya jual beli tanah itu dilakukan dimuka Kepala Adat (Desa), yang bukan hanya
bertindak sebagal saksi tetapi dalam kedudukannya sebaga Kepala Adat (Desa)
menanggung, bahwa jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan
dilakukannya dimuka Kepala Adat jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang
berlaku. Dengan dilakukannya dimuka Kepala Adat jual beli itu menjadi “terang”,
bukan perbuatan hukum yang “gelap”. Pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat
yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru dan akan mendapat perlindungan
hukum jika dikemudian hari ada gugatan terhadapnya dari fihak yang menganggap
jual beli tersebut tidak sah.

Seringkali campur tangan atau kesaksian Kepala Adat itu dianggap sebagal syarat
untuk sahnya jua beli tanah menurut Hukum Adat (Mahkamah Agung dalam
Keputusannya tanggal 13 Desember 1958 mengenai sengketa tanah di Salatiga (Jawa
Tengah) berpendapat : “belumlah ternyata ikut sertanya Kepala Desa itu diharuskan
sebagal syarat mutlak oleh Hukum Adat; hanya percampuran Kepala Desa atau
kesaksian kedepan Kepala Desa itu merupakan faktor yang lebih — lebih menyatakan
keyakinan bahwa sesuatu jua belia hak atas tanah termaksud adalah sah”?). Dalam
Keputusan Lain Mahkamah Agung berpendapat, bahwa: Peranan Kepala Desa/
Kepala Adat dalam pembuatan perjanjian yang menyangkut tanah menyatakan :
“suatu putusan rapat Desa (rapat sel apanan) tentang pengalihan tanah yang

%Spebekti - Tamara, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Menegenai Hukum Adar, Gunung
Agung, Jakarta, nomor 23 dan 28.
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diadakan sebelum berlakunya UUPA dinyatakan tetap berlaku”.(Putusan

Mahkamah Agung nomor 187 K/Sip/1975, tanggal 17 Maret 1976).

Umumnyadari jua beli hak atas tanah itu dibuatkan suatu akta, berupa pernyataan
dari pihak penjual bahwa ia telah menjua tanahnya kepada pembeli (istilahnya
menurut hukum ada dijua lepas), yaitu menyerahkan tanah untuk menerima
pembayaran sejumlah uang secara tunai, tanpa hak menebus kembali; jadi penyerahan
itu berlaku untuk seterusnya/selamanya®.

Sebelum jual beli dilakukan (dulu dimuka Kepala Adat, sekarang dimuka PPAT
yang akan membuat aktanya) antara pemilik tanah dan calon pembeli tentunya sudah
dicapal kata sepakat mengenai akan dilakukannya jual beli itu. Antara lain
kesepakatan tentang tanah mana yang akan dijual dan berapa harganya, bilamana jual
belinya akan dilakukan. Kata sepakat itu menimbulkan perjanjian, yang kiranya dapat
disebut perjanjian akan jual beli.

Menurut Hukum Adat untuk sahnya perjanjian itu disyaratkan adanya apa yang
disebut “Panjer”. Panjer dapat berupa uang atau benda yang oleh calon pembeli
diserahkan kepada pemilik tanahnya. Perjanjian akan jua beli itu tidak termasuk
Hukum Agraria atau Hukum Tanah, melainkan termasuk Hukum Perjanjian atau
Hukum Perutangan. Jika pihak-pihak yang bersangkutan tunduk pada Hukum Adat
maka hukum yang berlaku terhadap perjanjian itu adalah Hukum Adat. Jika pihak-
pihak yang bersangkutan tunduk pada Hukum Barat maka yang berlaku adalah
Hukum Perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata. Tetapi perjanjian itu bukan
perjanjian jual beli yang dimaksudkan dalam pasal 1457. Jika pihakpemilik dan calon
pembeli tunduk pada hukum yang berlainan, maka hukum antar golonganlah yang
akan menunjukkan hukum yang manakah yang berlaku.

2. Jual Bdi Hak Atas Tanah Menurut Hukum Bar at

Menurut Hukum Barat jua beli, pengaturannya ada dalam Kitab Undang-Undang

dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

(hak milik atas) suatu benda dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar

harga yang telah dijanjikan.

%I mam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Y ogyakarta, 1978, hal.32.
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Selanjutnya dalam pasal 1458 KUHPerdata menyatakan, bahwa jual beli itu
dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata
sepakat mengenai benda yang dijual belikan itu serta harganya, biarpun benda
tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar. Dengan terjadinya jual-
bel itu sgja hak milik atas benda yang bersangkutan belumlah beralih kepada pembeli,
sungguhpun misalnya harganya sudah dibayar. Dalam sistim Hukum Barat jual-beli
mengenai tanah, tanahnya harus diserahkan ke dalam kekuasaan pembeli dengan
perjanjian tersendiri. Hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pembeli, jika
telah dilakukan apa yang disebut penyerahan yuridis (juridische levering). Penyerahan
tersebut wajib diselenggarakan dnegan pembuatan akta dimuka dan oleh Kepala
Kantor Pendaftaran Tanah. Pasal 1459 KUHPerdata juga mengatur mengenai
penyerahan yuridis ini. Jual beli dan penyerahan haknya kepada pembeli menurut
pasal 1459 tersebut diatas merupakan dua perbuatan yang berlainan. Jual beli hak atas
tanah, karena mengenai jumlah yang biasanya tidak sedikit, lazimnya dilakukan
dengan akta Notaris. Tetapi hal itu bukanlah merupakan syarat. Jual beli dapat pula
dilakukan dengan akta dibawah tangan.beralihnya hak milik atas tanah yang dibeli itu
hanya dapat dibuktikan dengan akta yang disebut akta balik nama dan pejabatnya
disebut pejabat balik nama. Pada waktu dilakukan penyerahan yuridis itu baik
pembeli maupun penjual kedua duanya wajib hadir. Biasanya penjual setelah
perjanjian jua beli dilakukan memberi kuasa kepada pembeli untuk hadir dan
melaksanakan penyerahan yuridisnya untuk dan atas nama penjual, yaitu jika
harganya sudah dibayar lunas.

Perjanjian jua beli pengaturannya termasuk Hukum Perjanjian (Hukum Perikatan
atau Hukum Perutangan), sedang penyerahan yuridisnya termasuk Hukum Benda
(Hukum Tanah atau Hukum Agraria). Sebelum dilakukan penyerahan yuridis barulah
ada janji dari pihak penjual akan menyerahkan haknya kepada pembeli, janji mana
sesungguhpun merupakan kewagjiban hukum belum tentu akan benar-benar
dilaksanakan. Sudah menjadi kenyataan bahwa setiap bangsa mempunyai kebudayaan
sendiri dan juga mempunyai hukum sendiri, yang berbeda dari kebudayaan dan
hukum bangsa lain. Dalam membandingkan kedua sisitim hukum yang berlaku dalam
jua beli hak atas tanah yaitu menurut Hukum Adat dan Hukum Barat ini, Kita tidak
semata mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut. Adapun sebab-sebab
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dari perbedaan-perbedaan tersebut adalah adanya cara berfikir, pandangan hidup dan
sifat (karakter) suatu bangsa yang satu dan lainnya berbeda. Hal ini tercermin dalam
kebudayaan dan hukumnya. Cara berfikir orang barat digambarkan sebagai abstrak,
analitis, sistimatis. Sedangkan cara berfikir orang Indonesia menurut Hukum Adat
adalah konkrit dan riil. Sesuai dengan cara berfikir tersebut diatas, maka pengertian
jua beli dalam Hukum Adat adalah suatu penyerahan barang secara nyata untuk
selama lamanya dengan penerimaan harganya. Lain sekali dengan pengertian Hukum
Barat, jua beli sebagal perjanjian obligatoir, baru memberikan hak kepada pembeli
setelah dilaksanakan penyerahan yuridis kepada pembeli. Disamping perbedaan diatas
masih ada perbedaan lainnya yakni Hukum Barat dalam ha tanah meganut asas
vertical, sedangkan Hukum Adat menganut asas Pemisahan Horisontal, dengan
demikian berarti rumah dapat diperjualbelikan terpisah dari tanah. (Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2339 K/Sip/1982, tanggal 16 Juni 1983, yang menyatakan
bahwa menurut pasal 5 bagi tanah berlaku Hukum Adat, hal mana berarti rumah dapat
diperjual belikan terpisah dari tanah (pemisahan horisontal )*.

Menurut asas vertical hak milik atas sebidang tanah meliputi benda benda yang
berada diatasnya (bangunan). Asas vertikal juga dinamakan asas absorpsi, artinya,
menyedot segala apa yang berada diatasnya. Menurut asas Horisontal hak milik atas
sebidang tanah tidak meliputi bangunan yang ada diatasnya. Setelah membandingkan
kedua sistem hukum dalam jual beli hak atas tanah, yaitu menurut hukum adat dan
hukum barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam jual beli hak atas tanah menurut sistim Hukum Adat, antara pembayaran
harga dan penyerahan hak dilakukan bersama sama, dan pada saat itu hak milik atas
tanah telah berpindah. Karena sifatnya yang kontan, saat ini pembeli sudah menjadi
pemilik tanah yang baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cara berfikir orang
Indonesia adalah kongkrit dan riil, maksudnya adalah bahwa dalam hukum adat jual
beli adalah suatu penyerahan barang secara nyata untuk selama-lamanya dengan

penerimaan harganya. Berbeda dengan jual beli hak atas tanah menurut sistem Hukum

%Chidir Ali, Yurisprudensi Hukum Agraria Indonesia, Jilid 2, Armico, Bandung, 1984, hal.17.
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Barat, menurut hukum Barat dibedakan antar perjanjian jual belinya dan penyerahan
yuridisnya, karenaitu sistem ini dikatakan bersifat konsensuil, jadi hak atas tanahnya
baru berpindah setelah dibuatnya akta penyerahan yuridis (levering juridis) oleh
pejabat balik nama. Karena itu cara berfikir orang barat digambarkan sebagai abstrak
analitis dan sistematis, maksudnya adalah bahwa jual beli sebagai perjanjian
obligatoir, baru memberikan hak kepada pembeli untuk minta diserahkannya suatu
barang masih harus dituntut pel aksanaannya.

3. Jual Beli Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya UUPA

Apabilakita perhatikan dalam ketentuan UUPA yang mempunyai sifat unifikasi
Hukum itu, tidak menyebutkan secara jelas ketentuan hukum manakah yang dipakai
dalam melakukan jua beli hak atas tanah. UUPA menghendaki adanya unifikasi
hukum (kesatuan hukum), dan karena itu dalam pengertian jual beli itupun tidak
menggunakan kedua sistem tersebut bersama-sama. Apabila dilihat ketentuan dalam
UUPA, tidak disebutkan secara jelas pengertian yang manayang dipakai jual beli
tersebut.

Pasal 26 ayat (1) hanya menyatakan jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian
dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan Pemerintah.
Mengingat bahwa Hukum Agraria sekarang ini memakai sistem dan asas-asas hukum
adapt, maka pengertian jual beli tanah harus pula diartikan sebagal perbuatan hukum
yang berupa penyerahan Hak Milik/penyerahan tanah untuk selama lamanya oleh
penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya pada penjual.
Dengan berdasar pada Pasal 5 UUPA, maka jua beli tanah setelah UUPA
mempergunakan sisitem dan asas dalam hukum adat.

Sesudah berlakunya UUPA maka hanya yang dilakukan dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang merupakan jua beli tanah yang sah. Hal ini diatur dalam
pasal 37 PP No. 24/1997 dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik
atas satuan rumah susun melalui jua beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak
melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh
Pegjabat PembuatAkta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan
perundang-undagan yang berlaku. Adapun fungsi Akta PPAT yang dibuat adalah
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sebagai bukti, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Dan
karena perbuatan hukum itu sifatnya tunai, sekaligus membuktikan berpindahnya hak
atas tanah yang bersangkutan kepada penerima hak. Karena tata usaha PPAT sifatnya
tertutup untuk umum, pembuktian mengena berpindahnya hak tersebut berlakunya
terbatas pada para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Baru
setelah didaftarkan diperoleh aat bukti yang mempunya kekuatan hukum yang
berlaku juga terhadap pihak ketiga, karena tata usaha pendaftaran tanah Kantor
Pertanahan mempunyai sifat terbuka untuk umum. Selain diperoleh alat bukti berupa
catatan dalam buku tanah, dengan daya pembuktian yang lebih luas dari pada akta
PPAT, dengan didaftarkannya pemindahan hak yang bersangkutan diperoleh juga alat
pembuktian yang kuat, yaitu berupa sertipikat hak atas tanah atas nama penerima hak.
Jelaslah kiranya bahwa adanya akta PPAT tersebut merupakan syarat bagi
pendaftaran pemindahan haknya. Dalam arti, bahwa tanpa adanya akta PPAT Kepala
Kantor Pertnahan dilarang untuk mendaftarnya dengan perkecualian yang disebut
dalam pasal 37 ayat (2) PP 24/1997.
Sebagal pengecualian untuk memudahkan rakyat melakukan perbuatan-perbuatan
hukum mengenai tanah, dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh Menteri, yaitu
didaerah daerah terpencil dan belum ditunjuk PPAT Sementara, sebaga perkecualian
Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah Hak
Milik yang dilakukan diantara perorangan Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan
dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor
Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar
pemindahan hak yang bersangkutan. Misalnya, yang dibuktikan dengan akta dibawah
tangan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum pemindahan
hak, yang dikuatkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
4. Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah

Pelaksanaan pembuatan aktanya oleh PPAT, secara garis besar diatur dalam
Peraturan Menteri Nomor 3/1997. Pembuatannya harus dihadiri oleh para pihak yang
melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau oleh orang yang dikuasakan
dengan surat kuasa tertulis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Pembuatan akta tersebut juga harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
saksi yang memenuhi syarat. Dalam jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat ,
kehadiran Kepala Desa dan seorang anggota pemerintah Desa merupakan suatu
keharusan. Dalam hal ini mengingat tanah tersebut belum ada sertipikat yang berarti
alat bukti yang ada barulah petuk/girik yang dianggap sebagai aat bukti petunjuk
sgja, maka kesaksian Kepala Desa diperlukan untuk menjamin bahwa tanah yang
dijual adalah benar-benar tanah pemilik dan penjual juga berwenang menjual tanah
tersebut. Namun sebaliknya apabila tanah yang dijual tersebut sudah mempunyai
sertipikat yang berarti telah mempunya aat bukti yang syah, maka saksi-saksinya
tidak harus Kepala Desa dan Pamong Desa. Saksi-saksi tersebut dapat orang lain asal
memenuhi syarat sebagai saksi pada umumnya.

Para saksi memberikan kesaksian mengenai :

a. kehadiran para pihak/kuasanya;

b. keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam akta, dan;

c. telah dilaksanankannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang

bersangkutan.

Sebelum akta ditandatangani, PPAT wajib membacakannya kepada para pihak yang
bersangkutan dan memberi penjelasan mengenal isi dan maksud pembuatan akta itu,
serta prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya. Akta PPAT dibuat
sebanyak 2 (dua) lembar, yang semuanya asli (in originali), Satu lembar disimpan di
Kantor PPAT, sedang satu lembar lainnya disampaikan kepada Kepaa Kantor
Pertanahan untuk keperluan pendaftaran pemindahan haknya. Kepada pihak-pihak
yang bersangkutan diberikan salinannya.

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sgjak tanggal ditandatangani akta yang
bersangkutan, PPAT sebaga salah seorang pejabat pelaksana pendaftaran tanah,
wajib menyampaikan akta yang dibuatnya, berikut dokumen-dokumen yang
bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan, agar dapat segera dilaksanakan
proses pendaftarannya. Kewgjiban PPAT itu hanya terbatas pada penyampaian akta
yang bersangkutan berikut berkas-berkasnya kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran
kegiatan selanjutnya serta penerima sertipikat menjadi urusan pihak yang
berkepentingan. Dengan berlakunya UU Nomor 21/1997, maka terhadap orang
pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan, berdasarkan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenakan pajak dengan nama Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan itu meliputi :
a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
7. penunjukkan pembeli dalam lelang;
8. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. hadiah.
b. Pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak.
2. diluar pelepasan hak.
Hak atas tanah yang menjadi obyek pajak dari UU N0.21/1997 adalah :
a.  hak milik;
b. hak gunausaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun;
f. hak pengelolaan.
Demikianlah pelaksanaan jua beli hak atas tanah setelah keluarnya UUPA, pada
dasarnya menggunakan asas-asas dan sisitem hukum adat.

2.2. Topik Permasalahan

Permasal ahan ini bermula dari Perkawinan antara Tuan Hiantoro (dahulu bernama
Then Khim Hian) yang menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan Nyonya
Kristiany dan karena mereka merupakan masyarakat keturunan tionghoa yang
mempunyai kepercayaan dan ditambah dengan pengaruh kebudayaan Cina yang

masih kental bahwa perkawinan adalah sah apabila telah memintaijin dari arwah para
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leluhur serta telah mendapatkan restu dari para sanak saudara yang ditandai dengan
acara resepsi atau makan-makan bersama, sehingga perkawinan mereka hanya
dilakukan menurut agama mereka sgja dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil
setempat. Dari perkawinan mereka tersebut menghasilkan 3 orang anak yang masing-
masing bernama Juliana, Calvin Aprilianto dan Angel Aprilianti. Karena perkawinan
yang dilakukan antara Almarhum Tuan Hiantoro dan Nyonya Kristiany secara agama
dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, berakibat secara hukum perkawinan tersebut adalah tidak sah, sedangkan
perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini adalah
perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta
dicatat oleh instansi yang berwenang (Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2)) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi anak-anak yang lahir dari perkawinan
tersebut merupakan anak luar kawin sgja. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan
perdata dengan bapak biologisnya, agar mempunyal hubungan perdata maka harus
dilakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, berdasarkan Pasal 280 dan
Pasal 285 KUHPerdata, dari ketentuan ini maka anak luar kawin akan dapat menjadi
ahli waris atau pewaris sesuai dengan ketentuan Bab XII, bagian ketiga, Pasal 862
sampai Pasal 873 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan
untuk anak luar kawin yang tidak diakui hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibu biologisnya sga.

Pada tangga 30 November 2009 Tuan Hiantoro meninggal dunia di Jakarta
berdasarkan dan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian tertanggal 5 Januari 2010
dengan Nomor 07/KMU/JP/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dan dari perkawinan tersebut diperoleh juga harta bersama yang berupa tanah dan
bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Cipinang Besar Utara, seluas 101
M2 (seratus satu meter persegi) yang terdaftar atas nama HIANTORO (tanggal lahir
6-6-1946) yang terletak di Jaan Bekasi Timur VI, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 08, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya
Jakarta Timur, yang diruaikan dalam Gambar Situas tertanggal 19 Mei 1997 Nomor
5050/1997. Permasalahan mulai timbul pada saat Tuan Hiantoro tersebut meninggal

dunia dan Tanah dan Bangunan atas nama Almarhum Tuan Hiantoro ingin dibagi
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kepada anak dan isterinya, karena Tuan Hiantoro sudah meninggal dan meninggalkan
warisan berupa tanah dan bangunan tersebut maka Tuan Hiantoro adalah si Pewaris.
Sudah sepatutnya jika ada seorang Pewaris maka ada ahli warisnya, tetapi karena
perkawinan antara Almarhum Tuan Hiantoro dengan Nyonya Kristiany tidak
dicatatkan pada kantor catatan sipil setempat sehingga Nyonya Kristiany dalam
hukum dianggap tidak pernah menikah dengan Tuan Hiantoro (bukan ahli waris dari
amarhum Tuan Hiantoro) dan anak-anak yang mereka hasilkan dari perkawinan
mereka yang tidak di catatkan tersebut juga dianggap tidak sah sehingga anak-anak
tersebut dianggap anak luar kawin yang tidak dapat mewaris dari amarhum Tuan
Hiantoro selaku Pewaris. Lalu bagaimana dengan nasib Nyonya Kristiany dan anak-
anak mereka apakah dengan demikian mereka tidak bisa mendapatkan bagian dari
harta peninggalan si Pewaris dan bagaimana hak mereka sebagai istri dan anak-anak
dari Almarhum Tuan Hiantoro?

Berdasarkan permasalahan ini, maka sebagal seorang Notaris/PPPAT diperlukan
ketelitian dan kecermatannya dalam membaca setiap kasus-kasus yang ada. Seorang
NotariPPAT perlu mendliti terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh
seorang klien bagaimana sejarah keluarganya, apakah ada orang tua, adik atau kakak
kandung dari s Pewaris. Berdasarkan dokumen yang ada untuk Keluarga almarhum
Tuan Hiantoro yang masih hidup adalah saudara-saudara kandung dari amarhum
Tuan Hiantoro. Saudara-saudara Kandung Almarhum Tuan Hiantoro adalah Tuan
Akon, Tuan Masjono, Nyonya Then Tjhin Khiun, Nyonya Maryati, dan Nyonya Chin
Lui. Berdasarkan KUHPerdata maka yang berhak atas harta peninggalan dari Tuan
Almarhum Hiantoro adalah saudara-saudara kandung dari Almarhum Tuan Hiantoro,
sedangkan anak dan isterinya (Nyonya Kristiany, Juliana, Calvin Aprilianto dan
Angd Aprilianti) tidak mendapat bagian dari harta peninggalan tersebut. Bagaimana
peranan NotariPPAT membantu agar para ahli waris yang sebenarnya (Nyonya
Kristiany, Juliana, Calvin Aprilianto dan Angel Aprilianti) dapat memiliki harta

peninggalan dari s Pewaris?

2.3. Analisis Topik Permasalahan
Sebagai seorang Notaris/PPAT kita waib membantu klien yang datang
menghadap kita. Oleh karena itu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai
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penyelesaian permasalahan ini maka penulis akan memaparkan secara utuh proses
pembagian waris menurut KUHPerdata dari penelitian yang penulis lakukan di Kantor
Notaris/PPAT di Jakarta. Menurut KUHPerdata ahli waris yang berhak mewaris dapat
dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

1. Golonganl : Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah
bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan
515 KUHPerdata.

2. Golongan Il : Orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya,

yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855,
856, dan 857 KUHPerdata.

3. Golongan Il : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas,
yang jumlah bagiannya ditetapkan didalam Pasal 853, 858
ayat (1) KUHPerdata

4. Golongan IV : Sanak keluargadi dalam garis menyamping sampai tingkat
ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858
ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866
KUHPerdata.

Golongan | dari keluarga Almarhum Tuan Hiantro yaitu Nyonya Kristiany, dan
ketiga anaknya yaitu Juliana, Calvin Aprilianto dan Angel Aprilianti, tetapi karena
perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum Negara Republik Indonesia,
maka mereka tidak bisa menjadi ahli waris dari AlmarhumTuan Hiantoro. Sehingga
NotarissPPAT memberi soluss kepada keluarga Almarhum ini  untuk
membicarakannya kepada saudara-saudari kandung (Tuan Akon, Tuan Masjono,
Nyonya Then Tjhin Khiun, Nyonya Maryati, dan Nyonya Chin Lui) dari Almarhum
Tuan Hiantoro. Dari pembicaraan tersebut saudara-saudari kandung dari Almarhum
Tuan Hiantoro bersedia membantu Nyonya Kristiany untuk mendapatkan harta
warisan dari suaminya yaitu amarhum Tuan Hiantoro tersebut.

Dengan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
KUHPerdata, maka NotariYPPAT membuatkan akta-akta yang diperlukan untuk
mel akukan perpindahan hak atas tanah sertipikat Hak Milik tersebut, sampai Hak atas
tanah itu berpindah ke atas nama Nyonya Kristiany. Untuk hal pertama tama yang
dilakukan oleh Notaris/PPAT membuat Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Waris.
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Untuk dapat membuat Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris tersebut,
maka diperlukan langkah-langkah pendahuluan, sebagai berikut:
1. Melakukan pengecekkan ke daftar pusat wasiat apakah pewaris meningga kan
wasiat atau tidak;
2. Apabila pewaris meninggalkan surat wasiat maka notaris harus minta salinan
wasiat yang terakhir sebelum pewaris meninggal.
Notaris/PPAT telah melakukan pengecekan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrass Hukum Umum
tertanggal 3 Agustus 2011 Nomor AHU.2-AH.04.01-5181 diterangkan dalam surat
tersebut bahwa dalam buku register Seks Daftar Wasiat Subdirektorat Harta
Peninggalan, Direktorat Perdata tidak terdaftar akta wasiat atas nama Almarhum Tuan
Hiantoro dahulu bernama Then Khim Hian. Setelah dinyatakan bersih tidak ada
satupun akta wasia yang pernah dibuat maka Notaris/PPAT bisa melanjutkan kembali
untuk membuat akta-akta yang diperlukan dalam peralihan hak atas tanah tersebut.
Pertama Notaris/PPAT akan membuatkan akta Pernyataan tertanggal 5 September
2011 Nomor 1, dengan dihadiri oleh Nyonya Kristiany, Tuan Masjono, Nyonya Chin
Lui dan Nyonya Then Tjhin Khiun.
Dokumen-dokumen pendukung yang harus diserahkan oleh ahli waris kepada
notaris untuk pembuatan Akta Pernyataan Waris adalah:
1. Akta kematian Tuan Hiantoro;
2. Kartu Identitas Nyonya Kristiany, Tuan Masono, Nyonya Chin Lui dan Nyonya
Then Tjhin Khiun;
3. Akta Kelahiran Nyonya Kristiany, Tuan Masono, Nyonya Chin Lui dan Nyonya
Then Tjhin Khiun;
4. Surat Keterangan K ewarganegaraan.
5. Kartu Keluarga
Sedangkan hal-hal yang perlu dicermati dalam pembuatan akta tersebut di atas adalah
sebagai berikut :
1. Status kewarganegaraan
2. Status perkawinan
3. Status anak anak sah, ALKD
4. Dasar hukum PP No. 2 Tahun 2007
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Akta pernyataan waris berisikan hal-hal subtantif sebagai berikut :

1. Pernyataan Ahli Waris tentang kematian pewaris yang dibuktikan dengan surat
kematian,

2. Pernyataan Ahli Waris berkaitan dengan keabsahan hubungan saudara-saudari
kandung antara pewaris dengan ahli waris;

3. Pernyataan Ahli Waris tentang perkawinan adapt yang dilakukan oleh pewaris
dengan nyonya Kristiany;

4. Pernyataan Ahli Waris tentang ada atau tidaknya pewaris meninggalkan surat
wasiat;

Menurut NotarisyPPAT Bapak Marsudi, SH, notaris dalam pembuatan akta yang
terkait dengan akta waris NotariSPPAT bertanggung jawab sebatas menuangkannya
ke dalam akta berdasarkan keterangan para pihak dan selebihnya adalah tanggung
jawab dari para pihak itu sendiri kecuali notaris melakukan kesalahan dalam
perhitungan pembangian harta warisan, harus betul-betul dicermati keterangan dari
para pihak beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang menjelaskan kedudukan
masing-masing ahli waris termasuk anak luar kawin yang diakui.untuk menguatkan
keterangan dari para pihak tersebut (ahli waris) harus disertai dua orang saksi yang
mengetahui kronologi si pewaris.

Dengan berdasarkan pada Akta Pernyataan Waris yang telah selesai dibuat, maka
segera Notaris akan membuatkan Surat Keterangan Hak Waris dengan tanggal 5
September 2011 nomor 83/NOT/I1X/2011, Surat Keterangan Hak Waris tersebut yang
dibuat oleh notaris adalah dalam kapasitasnya sebagai ahli. Mengenai isi akta yang
berkaitan dengan akta waris, notaris hanya bertanggung jawab terbatas pada
keterangan yang disampaikan para pihak. bahwa notaris tidak mempunyai tanggung
jawab dalam pembuatan akta tersebut. Oleh karena dalam akta tersebut sudah
dicantumkan klausul bahwa para pihak telah melakukan perhitungan selesai tidak ada
tagih menagih lagi, sehingga notaris hanya bertanggung jawab sampa dengan
pembuatan akta selesal berdasarkan kemauan para pihak. Setelah pembuatan Akta
Pernyataan Waris selesal, maka segera akan diikuti dengan pembuatan Surat
Keterangan Hak Waris oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai ahli bukan
kewenangan sebagai notaris. Hal ini dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah
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dilakukan oleh notaris di Indonesia sgak dahulu. SKHW tidak dapat dibuat dalam
bentuk akta partij, oleh karena belum ada dasar hukumnya, pembuatan K eterangan
Waris dalam bentuk akta partij terbentur dengan ketentuan Pasal 52 dan 53 Undang-
Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu sampai saat ini
masih membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan kebiasaan. Menurut penulis
Akta Pernyataan Waris adalah akta yang paling terpenting, mengingat akta tersebut
berisikan pernyataan dan atau keterangan dari para pihak yang menunjukan secara
hukum siapa-siapa sgja yang berhak untuk menjadi ahli waris. Akta Pernyataan Waris
ini akan menjadi dasar bagi notaris untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris.
Oleh karena di awal Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris tersebut,
terdapat kalimat: “ Berdasarkan Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan, saya notaris,
Nomor:.............., tanggal..............., maka dengan ini saya, menerangkan hal-hal
sebagal berikut:................. " Dari awal Surat Keterangan Hak Waris tersebut dapat
diketahui bahwa sesungguhnya Surat Keterangan Hak Waris tersebut dibuat
berdasarkan keterangan para pihak yang dimuat dalam Akta Pernyataan Waris. Hanya
sga kemudian dalam Surat Keterangan Hak Waris, notaris dalam kapasitasnya
sebagal ahli menjelaskan bagian masing-masing dari ahli waris, baik berdasarkan
pewarisan ab intestato maupun pewarisan testamentair.

Dalam Surat Keterangan Hak Waris tersebut menurut penulis tanggungjawab
hukum notaris terletak pada kebenaran perhitungan menurut hukum waris bagian
masing-masing ahli waris. Sedangkan siapa-sigpa yang berhak menjadi ahli waris
ditentukan notaris dari Akta Pernyataan Waris yang dibuat dalam bentuk Akta Partij,
yang secara hukum notaris hanya menuangkan keterangan dari para pihak. Sehingga
notaris tidak dapat dituntut apabila ada keterangan ahli waris yang tidak benar,
termasuk dalam hal ini adanya anak luar kawin yang diakui. Dalam hal ini tidaklah
dimungkinkan seorang notaris membuat keterangannya sendiri dalam suatu akta yang
dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Menurut J. Satrio dalam Makaahnya yang
disampaikan dalam Pertemuan Notaris di Samarinda, tanggal 14 September 2004
menjelaskan bahwa dalam praktek, untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai
ahli waris, diperlukan suatu dokumen yang menjabarkan ketentuan hukum waris
tentang hal itu, yang dapat dipakai sebagai pegangan oleh para ahli-waris maupun
pejabat-pejabat, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris. Surat seperti itu
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disebut SK.H.W. Bisa diduga, bahwa S.K.H.W. merupakan dokumen yang sangat
penting dan dibutuhkan oleh para ahli-waris pada umumnya.

S.K.H.W. merupakan akta yang menetapkan sigpa ahli waris pada saat pewaris
meninggal dunia dan berapa hak bagiannya atas warisan. SK.H.W. pada umumnya
dibuat atas permintaan satu atau beberapa di antara para ahli waris. Sekalipun
S.K.H.W. mendapat pengakuan dalam undang-undang maupun yurisprudensi, namun
ternyata tidak ada suatu ketentuan umum yang mengatur bentuk dan isi S.K.H.W.
S.K.H.W. yang dibuat oleh notaris di Indonesia, dibuat dengan mengikuti jgak para
notaris seniornya, yang pada gilirannya mengikuti jejak dari para Notaris di Negeri
Belanda. Pembuatan S.K.H.W dibuat dalam bentuk di bawah tangan, tetapi
mempunyai kekuatan sebagai akta resmi dari notaris yang berdasarkan pengetahuan
dalam hukum waris telah dapat menguraikan sigpa sgja ahli waris dan berapa bagian-
bagiannya. Akta keterangan hak waris dibuat mengikuti model akta di bawah tangan
karena tidak mungkn dapat diterima seorang notaris menjadi penghadap dalam akta
yang dibuatnya sendiri dan menguatkan keterangannya dalam suatu relass akta
tentang hal-hal yang diterangkan atau dinyatakannya sendiri. Bentuk Keterangan Hak
Waris dibawah tangan yang dibuatkan oleh notaris adalah bukan bentuk yang diatur di
dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN. Kelemahan atas bentuk S.K.H.W. dibawah tangan
diantaranya jika ada kesalahan atas isi S.K.H.W. tidak mungkin dicabut. S.K.H.W.
yang dibuat dalam bentuk otentik atas pernyataan para pihak, jika ada kesalahan
keterangan yang diberikan adalah merupakan tanggung jawab para pihak sendiri.
Lagipula bentuk S.K.H.W. dibawah tangan tidak mempunyai nilai pembuktian
sebagaimana halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik.

Atas dasar Pasa 15 ayat 1 semestinya notaris berwenang untuk membuat
SK.HW. dadam bentuk akta otentik tidak sgja untuk "mereka yang tunduk pada
KUHPerd" namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Bentuk akta otentik yang
mana yang paling sesuai dengan UUJN sebagai suatu penemuan hukum dapat dikaji
bersama. Pembagian warisnya sebelum adanya unifikasi hukum waris dilakukan
sesuai dengan hukum yang berlaku bagi "golongan penduduk” pewaris.

Tidak ada satu aturan dalam hukum Pertanahan yang mengatur pewarisan, norma
yang ada dalam PMNA/KBPN 3/1997, hanya mengatur rujukan hukum yaitu hukum

yang dipilih oleh pewaris artinya jika pewarisan dan pembagian waris sudah sah
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menurut hukum perdata yang dipilih, maka pembuktiannya itu diikuti dan menjadi
dasar untuk pelaksanaan hukum pertanahan (asesor).

Hukum Perdata yang menjadi acuan dalam aturan hukum pendaftaran tanah, tidak
mutatis mutandis adalah aturan hukum yang ada di dalam BW. Dalam praktek jika
hanya untuk balik nama hak, surat keterangan kematian dan surat keterangan waris
yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui Lurah dan Camat cukup menjadi dasar
pendaftaran tanah. Karena, Hukum Pertanahan tidak sampa masuk kedalam ranah
pengaturan hal-hal yang bersifat Perdata, sebagaimana karakter material UUPA, yang
lebih bersifat hukum publik. Berdasarkan hal-hal di atas menurut Kantor Pertanahan
apapun hukumnya, yang dijadikan dasar dalam pembuatan Surat Keterangan Hak
Waris, sepanjang memenuhi aspek legal formal, maka dapat dijadikan dasar
pendaftaran hak tanah. Y ang penting adalah : Pertama, surat keterangan hak waris itu
secara hukum membuktikan sesuatu hak yang beralih dari pewaris ke ahli waris.
Kedua, memenuhi unsur dan persyaratan administrasi pendaftaran tanah dan Ketiga,
dapat dijadikan bukti di lembaga pengadilan.

Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) dari instansi-instans
pemerintahan mempunya kekuatan yang sama artinya adalah semua instansi berhak
menyelenggarakan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris. Pada hakekatnya
tidak ada yang lebih kuat diantara yang lain bahwa dokumen yang dibuat tidak ada
yang paling kuat. Hal ini disebabkan karena ketigainstansi yang membuat yaitu
Kelurahan/K ecamatan, Notaris dan Balai Harta Peninggalan (BHP) besifat pasif dan
surat tersebut hanya digunakan sebaga alat bukti yang kuat serta pembuatan Surat
Keterangan Waris masih mendasarkan pada pengakuan dari ahli waris masing-
masing.

Dengan demikian kebenaran materiil dari surat tersebut tergantung dari sifat
karakteristik dan kehati-hatian. Maka penyamaan atau penyempurnaan Surat
Keterangan Waris di masa yang akan datang sebenarnya tidak menjadi persoalan,
yang ada hanyalah aspek historis. Oleh karena itu kedudukan pasa 111 (1) PMA
N0.3/1997 hanyalah sebaga pedoman/petunjuk administratif di kantor Pertanahan
(BPN) untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan prinsip
stetsel pendaftaran tanah di Indonesia yaitu stetsel pendaftaran positif yang
mengandung unsur negatif. Oleh karenaitu perlu suatu kebijakan tersendiri yang bisa
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mengakomodir kepentingan masyarakat dengan melihat kenyataan empiris.

Di Negeri Belanda, dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ada
disebutkan, bahwa Verklaring van Erfrecht termasuk dalam kelompok akta yang
dikecuaikan dari kewagjiban pembuatan secara Notariil dalam bentuk minut.
Walaupun seperti sudah disebutkan diatas, bahwa tidak ada ketentuan umum yang
mengatur tentang S.K.H.W., tetapi ternyata ada suatu undang-undang, yang kebetulan
mengandung suatu ketentuan yang mengatur peralihan hak atas obligasi negara yang
terdaftar dalam buku besar dari pemiliknya kepada para ahli-warisnya (Wet op de
Grootboek der Nasionale Schu S. 1913 - 105), yang dalam Pasal 14 ayat (2)
mengatakan, bahwa untuk itu harus dibuat suatu S.K.H.W. (Verklaring van Erfrecht),
dalam mana disebutkan antara lain pada pokoknya Verklaring van Erfrecht beris
tentang :

a. Siapa pewarisnya, kapan meninggal dan di mana domisili terakhirnya.

b. Siapa ahli waris pewaris dan berapa hak bagian masing-masing.

c. Adatidaknyawasiat dan kalau ada, perlu ada penyebutannya secararinci isi wasiat
tersebut.

d. Hubungan kekeluargaan antara pewaris dan para ahli-waris.

e. Pembatasan-pembatasan kewenangan terhadap para ahli waris kalau ada.

f. Dibuat in originali.

Pembuatan S.K.H.W. oleh notaris dengan mendasarkan pada ketentuan Wet op de

Grootboek der Nasionale Schul seperti itu, walaupun tidak didasarkan atas suatu

ketentuan umum yang secara khusus mengaturnya, tetapi karena telah dilaksanakan

untuk waktu yang lama dan diterima, maka sekarang dapat dikatakan, bahwa praktek

pembuatan S.K.H.W. seperti itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Jadi dari suatu

ketentuan khusus telah ditarik menjadi suatu ketentuan umum.

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka S.K.H.W. yang dibuat oleh notaris

pada umumnya berbentuk pernyataan sepihak dari notaris, dengan mendasarkan

kepada keterangan-keterangan dan  bukti-bukti  (dokumen-dokumen) yang

disampaikan atau diperlihatkan kepadanya, beris data-data sebagai yang disyaratkan

oleh Wet op de Grootboek der Nasionale Schul tersebut di atas.

Menurut J. Satrio yang perlu sekali diperhatikan adalah, bahwa S.K.H.W. menetapkan

sigpa ahli waris “pada saat pewaris mati” (dan berapa hak bagian para ahli waris),
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bukan siapa ahli waris pada saat SK.H.W. dibuat. Kedua moment tersebut bisa
memberikan hasil perhitungan yang sangat berbeda, sebab seringkali S.K.H.W. baru
dibuat sekian lama sesudah pewaris meninggal. Sangat berbeda, sebab seringkali
S.K.H.W. baru dibuat sekian lama sesudah pewaris meninggal.

Kaau sementara antara waktu matinya pewaris sebut sgja X dengan saat pembuatan
S.K.H.W., ada diantara para ahli-waris sebut sgja C yang meninggal dunia, maka pada
waktu pembuatan S.K.H.W. dari X, hak bagian C tetap dihitung, bahkan sekalipun C
meninggal dunia tanpa menikah. J. Satrio dalam praktek pernah menemukan
S.K.H.W. yang dalam kasus seperti tersebut di atas, langsung saja membagikan hak
bagian C kepada sesama ahli waris X. Seharusnya hak bagian C tetap dihitung dan
hak bagian tersebut bercampur dengan harta pribadinya dan menjadi harta warisan C.
Ini menjadi hak bagian ahli waris C. Untuk C nantinya ada kemungkinan juga
dibuatkan S.K.H.W. tersendiri. Hasil perhitungan cara yang pertama dengan cara
yang kedua bisa sangat berbeda, apalagi kalau C ternyata meninggalkan wasiat.
Setelah S.K.H.W. dibuat maka NotarisPPAT dapat melakukan peralihan hak ke para
ahli waris yaitu saudara kandung Almarhum Tuan Hiantoro (tuan Akon, tuan
Masjono, nyonya Then Tjhin Khiun, nyonya Maryati dan nyonya Chin Lui).

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak
yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak saat itu para ahli waris
menjadi pemegang haknya yang baru.Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan
juga diwgibkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli
waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran, agar data yang tersimpan dan
disgjikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.

Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa akta keterangan Hak Waris, atau
surat Penetapan Ahli waris atau surat keterangan ahli waris. Dokumen yang
membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskan diperlukan karena
pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukan setelah pendaftaran untuk pertama
kali hak yang bersangkutan atas nama yang mewari skan.

Apabila dari akta pembagian waris yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku bagi ahli waris sudah ternyata suatu hak yang merupakan harta waris jatuh
pada seseorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan haknya dapat
langsung di lakukan tanpa alat bukti peralihan hak lain, misalnya akta PPAT.
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Dasar Hukum yang digunakan dalam proses pengalihan dan perolehan hak atas tanah

di Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria
(UUPA).

b. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.

c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

d. Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3
Tahun 1997 tentang K etentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997.

e. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

f. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli
2003.

Persyaratan pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan di kantor pertanahan

adal ah sebagai berikut :

a.  Surat Permohonan.

b. Sertipikat Adli.

c. Surat Keterangan kematian atas nama pemegang hak dari kepala Desa/ Lurah
tentang tanggal pewaris waktu meninggal dunia atau rumah sakit atau instansi lain
yang berwenang.

d. Adli surat keterangan waris (Apabilawaris diikuti peralihan hak dan asli surat
keterangan waris telah dilekatkan pada minut akta, maka yang diserahkan cukup
fotocopy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang) dengan berpedoman pada
empat kategori :

1) Golongan keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris.
2) Golongan Timur Asing dibuat oleh Balai Harta Peninggal an atau
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

e. WNI adli dibuat oleh paraahli waris yang dikuatkan oleh Lurah / Kepala Desa dan
camat dengan dua orang saksi.

f. Perkawinan antar golongan dibuat oleh Notaris.

g. Surat kuasa (jika yang mengajukan permohonan bukan ahli waris yang

bersangkutan).
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h. ldentitas dari para ahli waris dan penerima kuasa (fotocopy KTP dan KK yang
masih berlaku dan dilegalisir oleh peabat berwenang apabila akan dialihkan
kepada pihak lain, sedangkan salah satu ahli waris tidak diketahui alamatnya maka
semua ahli waris yang ada membuat pernyataan tersediri bahwa segala hal yang
timbul dibebankan kepada ahli waris yang ada tersebut atau ijin menjua
berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri).

i.  SPPT PBB tahun berjalan.

j. Surat Setor BPHTB
Pihak yang berhak menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris tesebut masih

didasarkan pada Edaran dari Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 20 Desember 1969

Nomor DPT/12/63/69 yang menyatakan masih berlakunya penggolongan. Dengan

berbekal surat keterangan hak waris tersebut, maka dapat dilakukan pendaftaran atas

nama semua ahli waris, atau jika diantara ahli waris ada perdamaian maka harus
dibuat akta pemisahan harta warisan oleh PPAT. Jika sertifikat tersebut sudah atas
nama para ahliwaris dan kemudian diletakkan diatas nama seseorang maka harus
dibuatkan akta PPAT. Pemilikan tanah secara warisan ini dapat kelompokkan
berdasarkan kondisi perolehannya, yaitu :
a. Sertifikat masih terdaftar atas nama Pewaris dan akan dibalik nama ke seluruh
ahli waris.
Misalnya seorang bernama A misanya memiliki sebidang tanah. Amir
memiliki isteri (B) dengan dua orang anak (C dan D). Kemudian A meninggal
pada tahun 2007 dan tak lama kemudian D meninggal tahun 2008. D memiliki
satu orang anak (D1) yang masih hidup. Dengan meninggalnya A, jika tanah
tersebut akan di balik nama ke atas nama seluruh ahli waris dari A, yaitu: B,
C, dan D1 (sebaga pengganti dari D). Setiap terjadinya kematian, maka yang
harus dilakukan adalah :
1) pembuatan surat kematian dari kelurahan (untuk pribumi) dan dengan
akta Notaris (untuk WNI keturunan).
2) Pembuatan SKHW, karena pewarisnya ada dua orang, yaitu A dan D,
maka SKHW dibuat dua buah atas nama keduanya.
3) Pembayaran BPHTB waris sebesar { (NJOP - nilai tidak kena pajak
untuk waris) X 5%} x 50%
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4) balik nama ke seluruh ahli waris (B, C, dan D1).

b. Sertifikat masih terdaftar atas nama pasangan pewaris (suami/isteri pewaris).
Sertifikat terdaftar atas nama A, namun isterinya (B) meningga dunia
Sedangkan anak mereka ada dua orang, yaitu C dan D. Karena tanah tersebut
terdaftar atas nama orang yang masih hidup, maka atas sertifikat tanah tersebut
tidak perlu dilakukan balik nama ke seluruh ahli waris. Pembuatan Surat
Keterangan Hak Waris (untuk pribumi) oleh lurah/Camat dan Surat
Keterangan Hak Waris secara Notariil (untuk WNI keturunan). Karena
sebagian dari tanah tersebut adalah harta bersama, maka jika ingin dilakukan
penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di bank,
maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan.
Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan Notaris
pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka orang tersebut dapat
membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat
atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris.

c. Sertifikat sudah terdaftar atas seluruh ahli waris dari pewaris (sudah dibalik
nama), namun akan di lepaskan ke salah seorang ahli waris sgja.

Sebagai contoh: sertifikat atas nama A. Karena A meninggal dunia, maka
sertifikat harus di balik nama ke atas nama isterinya (B), dan kedua orang
anaknya (C dan D). Namun, dalam hal ini C ingin membeli bagian B dan D.
sehingga nantinya sertifikat bisa atas nama C sepenuhnya.Dalam hal tersebut,
maka tahapan yang harus dilakukan adalah:
1) Tetap dibuatkan keterangan waris;
2) Pembayaran BPHTB waris sebesar { (NJOP - nilai tidak kena pajak
Untuk waris) X 5%} x 50%;
3) Balik nama ke seluruh ahli waris (B, C dan D);
4) Dibuatkan akta Pembagian Hak Bersama secara PPAT (agar sertifikat
tersebut dapat dibalik nama ke atas nama C);
5) Untuk proses tersebut, C harus membayar :
a) Pph sebesar = 2/3 x (NJOP x 5%) dan
b) BPHTB sebesar = (NJOP - NTKP) x 5
6) Pelaksanaan balik nama ke atas nama C.
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Jikakondis sertifikat masih atas nama A, kemudian C akan langsung membeli
bagian dari B dan D, maka proses di atas bisa dilakukan sekaligus

(bersamaan).

Setelah Sertipikat hak atas tanah tersebut selesai dibalik nama ke para ahli waris
(tuan Akon, tuan Masjono, nyonya Then Tjhin Khiun, Nyonya Maryati, Nyonya Chin
Lui), hal yang dilakukan Notaris/PPAT adalah membuat Akta Jual Beli dari para ahli
waris tersebut ke nyonya Kristiany, agar nyonya Kristiany dan anak-anaknya dapat

memiliki harta yang ditinggalkan oleh almarhum tuan Hiantoro. Pak Marsudi, SH
dalam hal ini bertindak sebagai PPAT membuatkan akta Jual Beli antara para ahli
waris dengan nyonya Kristiany. Tetapi sebelum membuat akta jual beli tersebut ada

beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para ahli waris selaku penjual dan nyonya
Kristiany selaku pembeli. Hal-hal yang harus dipenuhi tersebut adalah :

1

Penjual wajib menghubungi kantor paak untuk menentukan jumlah pajak
yang harus disetor berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Kantor pajak
akan memberikan surat setoran pajak (SSP).

Penjual membayar pagjak ke bank yang telah ditentukan.

3. Bukti dari setoran pajak dan sertifikat asli dibawa ke PPAT.

PPAT akan melakukan validas terhadap SSP dan BPHTB yang sudah
dibayarkan oleh penjual dan pembeli.

PPAT akan meneliti apakah penjual merupakan orang / lembaga yang berhak
atas tanah tersebut.

PPAT akan meneliti apakah pembeli merupakan orang / lembaga yang berhak
membeli tanah tersebut.

Jika harus mewakilkan kepada seseorang, kuasa itu harus dinyatakan secara
tertulis di atas kertas bermaterai secukupnyadan dilegalisasi seperlunya.
PPAT melakukan verifikas ke Kantor Kanwil untuk mendaftarkan peralihan
hak tersebut ke atas nama pembeli (nyonya Kristiany).

Menunjukkan sertifikat tanah yang asli untuk diperiksakan ke kantor
pertanahan (BPN) setempat. Jika tanah belum didaftarkan / dibukukan dalam
buku tanah, kantor BPN dapat menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah (SKPT) di kantor tersebut.

10. Penyerahan IMB dan blue print (gambar cetak biru).
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11. Penyerahan copy KTP penjua (suami —istri).
12. Penyerahan surat persetujuan menjual dari suami — istri.
13. Penyerahan copy kartu keluarga penjual.
14. Penyerahan copy KTP pembeli.
15. Pembuatan aktajua — beli di PPAT.
Setelah data-data tersebut lengkap maka PPAT sudah bisa membuatkan Akta Jual
Beli nya dan para pihak (penjual dan pembeli) bisa menandatangani akta tersebut.
Prosedur penandatanganan akta jual — beli (AJB) adalah sebagai berikut :
1. Penjua dan calon pembeli atau kuasanya harus menghadiri pembuatan akta.
2. Pembuatan akta harus dihadiri sekurang — kurangnya 2 (dua) orang saksi.
3. Pegjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membacakan dan menjelaskan isi dan
maksud dari pembuatan akta.
4. Jka is akta telah disetujui oleh penjua dan calon pembei, akta
ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi — saksi, dan PPAT.
5. Aktadibuat 2 (dua) lembar adli, 1 (satu) lembar disimpan di kantor PPAT dan
1 (satu) lembar lainnya disampaikan ke kantor pertanahan (BPN) untuk
keperluan pendaftaran (balik nama), untuk penjual dan pembeli mendapatkan
sdlinan akta.
6. Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.
Setelah pembuatan Akta Jual-Beli :
(&) PPAT menyerahkan berkas AJB ke kantor pertanahan untuk keperluan balik
nama sertifikat.
(b) Penyerahan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sgak
ditandatanganinya akta tersebut.
Berkas yang diserahkan adalah:
- Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli
- AJB PPAT,;
- Sertifikat hak atas tanah;
- Kartu tanda penduduk (KTP) pembeli dan penjual;
- Bukti pelunasan pembayaran pajak penghasilan (PPh);
-Bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

Proses di Kantor Pertanahan :
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(@) Setelah berkas disampaikan ke kantor pertanahan, kantor pertanahan
memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT,
selanjutnya oleh PPAT tanda bukti penerimaan ini diserahkan kepada pembeli.

(b) Nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan sertifikat dicoret
dengan tinta hitam dan diparaf oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat
yang ditunjuk.

(c) Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom
yang ada pada buku tanah dan sertifikat dengan dibubuhi tanggal pencatatan
dan ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

(d) Dalam waktu 14 (empat belas hari) pembeli sudah dapat mengambil sertifikat
yang sudah atas nama pembeli di kantor pertanahan.

Demikianlah dengan berpindahnya hak atas tanah tersebut ke nyonya Kristiany
dengan jalan Peralihan hak melalui jual beli maka anak-anak dari Almarhum tuan
Hiantoro yaitu Juliana, Calvin Aprilianto dan Angel Aprilianti dapat memiliki harta
warisan dari ayahnya (tuan Hiantoro), dikarenakan antara ibu dan anaknya
mempunyal hubungan perdata sehingga hak atas tanah tersebut dapat dimiliki oleh
anak-anak mereka, hal ini sesua dengan Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974
mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunya hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Selain cara tersebut diatas menurut Notaris’PPAT Bapak Marsudi, Sarjana
Hukum masih ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak atas tanah
tersebut ke anak luar kawin yaitu dengan cara mengagukan permohonan kepada
Pengadilan Negeri setempat agar anak luar kawin tersebut disahkan menjadi para ahli
waris dari s Pewaris. Dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri
setempat anak-anak luar kawin tersebut dapat menjadi ahli waris dari di Pewaris,
maka Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa
benar isteri dan anak-anak luar kawin tersebut adalah ahli waris yang sesungguhnya,
setelah keluar surat keputusan pengadilan negeri tersebut maka para ahli waris
diwgibkan untuk membayar paak sebagaimana yang telah ditentukan oleh
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Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Sehingga setelah selesai semua
dilakukan barulah bisa dilakukan balik nama ke para ahli waris tersebut dengan
berdasarkan keputusan pengadilan negeri ini pihak dari Badan Pertanahan Nasional
mau melakukan balik nama waris kepada isteri atau anak-anak luar kawin tersebut.
Namun cara ini tidak dianjurkan oleh Notaris/PPAT Bapak Marsudi, Sarjana Hukum,
dikarenakan membutuhkan banyak sekali biaya dan waktu untuk mendapatkan
keputusan pengadilan negeri tersebut sehingga akan memberatkan Klien tersebut. Jadi
sebagal seorang Notaris/PPAT kita harus bisa mencermati setiap permasalahan yang
ada dan berkewajiban memberikan jalan keluar yang terbaik bagi para pihak.
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BAB I11

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

1. Untuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tunduk pada perundang -
undangan (menurut hukum Indonesia) pengaturan pemilikan tanahnya tidak
diatur dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia, sehingga anak
luar kawin tersebut tidak bisa memiliki tanah peninggalan si pewaris, Undang-
Udang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam
Pasal 43, yaitu:

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunya hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
namun untuk anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya telah diatur
daam KUHPerdata sehingga anak luar kawin yang diakui tersebut dapat
mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya. Anak luar kawin yang telah
diakui sah (Pasal 862 KUHPerdata) berhak menjadi ahli waris sebagaimana
telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu anak luar kawin mempunyal
kedudukan sebagai ahli waris golongan pertama (mewaris bersama suami/
isteri, dan anak-anak sah), anak luar kawin juga mempunyai bagian mutlak
yang dilindungi Undang-Undang (Pasal 916 KUHPerdata). Besarnya bagian
warisan anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 863 KUHPerdata);

2. Keputusan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT Agar anak luar kawin dapat
memiliki hak atas tanah warisan yaitu dengan melihat dari pembagian
golongan ahli waris yang berhak mewaris, kemudian dibuatkan Akta
Pernyataan dan Surat Keterangan Hak Waris, balik nama Sertipikat ke para
ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris tersebut yang
dikeluarkan oleh Notaris kemudian oleh Pgjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dibuatkan Akta Jual Beli nya ke istri pewaris atau anak-anak pewaris adalah
telah sesuai dengan Ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 43 (1), yaitu: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
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hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Selain cara tersebut diatas masih ada kemungkinan lagi untuk mendapatkan
Hak atas tanah yaitu dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk
menetapkan bahwa anak-anak luar kawin adalah benar ahli waris dari s
pewaris, tetapi cara ini tidak dilakukan karena dianggap terlalu banyak
mengel uarkan biaya dan banyak waktu yang terbuang.

2. SARAN

1. Sebaiknya untuk perlindungan anak luar kawin dan kepastian hukum, setiap
perkawinan yang dilangsungkan hendaknya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun "974, agar anak-anak yang lahir
dalam perkawinan tersebut dapat memiliki status hukum sebagai anak sah,
dengan demikian tidak menimbulkan polemik hukum dikemudian hari.

2. agar anak luar kawin tersebut mendapatkan harta warisan si pewaris, maka
disarankan untuk dimintakan ke NotarisPPAT permohonan penetapan ke
Pengadilan Negeri setempat. Pengesahan terhadap anak-anak luar kawin harus
dilakukan demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak tersebut sepanjang

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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KARTU KELUARGA

No.3172022201090720
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Tanda Tangan/Cap Jempel

CAKON . Kecamatan : TANJUNG PRICK
: JL. SUNTER JAYA IV NO.23 Kabupaten/Kota : JAKARTA UTARA
RT/RW : 011/002 i Kode Pos :
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No. K.32010275303

KARTU KELUARGA
No.: 32.03.23310707.08189

Nama Kepala Keluarga : MASJONO . Kecamatan : - Parungpanjang
Alamat : Kp.Margamekar Kabupaten . : Bogor ~
RT/RW 040 - Kode Pos - : 16360 S
Kelurahan / Desa 1 Parungpanjang i o = 2 Propinsi - Jawa Barat N
-+ Jenis FE e T al : Pendidikai & S 2 5
HHo. - Tiama Lengkap TIK f WIKS Kelami ..non,_.uﬁ‘rﬁur WWW . Apama  Tarabhir - Pekerjaan W
3 R 1 L& i 3 T T N N 9 -
1 | MASIONO - | 3203.23240353.10405 [ Pna  [Pontinak | 24-03-1953 [ Budha SLTA / Sedetajat | Wiraswasta 2
2 | YEN 32.03.23.491060.10406 | Wanifa |Tanjing Ria 09-10-1960 | Budha SLTA / Sederajat | ‘Menguius Rumah Tang 2
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- PROVINS] JAWA BARAT
KABUPATEN SUBANG
HiK - 3213036311630008
Hana : MARYATI
Tempat! Tal. Tald SINTANG, 23-11-1853 ]
¥ Juds Kuhatsim .. PEREMPUAN  Golongen Uartit; —
Alamat 1L, ANGQUR RAYA HO.IT PERUMNAS
RT/RW G2
i Danasal, 1| KARANGANYAR
Faama?. SUBANG
"‘Wn:‘: y SUBANG Subig, 26-4-200%
Aganu ) KRISTEN Slatus Persawinzi | CERAI KIDUM an. Bepai
I NN NAETS Kupaln Uinos Kependutiukan dan
Beraku Bl ¢ 23-11-2014 Catatun Sipl Kubupalen i
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e e &

R ST R L)
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= RTJ/RW. _ 008/008

= Kelurahan : CIP. BESAR UTP
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- Kolamadya : JAKARTA TIMUR &y
Agama BLDHA Slalus Perkawinan: Kawin
E Pekerjaan IBU RUMAHTANGGA J

g Beraku Hingga 12.Jan-2012

=

=

Tanda langarv/Sidik Jari Pemegang KTP

NIP ‘010188833

1

PROPINSI JAWA BARAT
KABUPATEN Bof(sgg’ﬂ

NIK/NIKS 1320123 240353
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TempatTg| lahir : Pontianak, 24 Mg
#ﬁ:ﬁ“imm :P‘riu' ’2 Mdr&’i?g%mh
: K%m_ Margamekar
RTRW™ - 04/0]

Desa/ Kel Parungpanis
Kecmmatan l‘.':runggt}ﬂj!nmg

Kabupalen : oo
i'}"?‘?'l_u :Bucha Stafus : Ky
ekegjaan :Wiraswasta '
Berlaku sy :24-03-2012

5, |
T

- I
Tancdd Tacseant an Jemiol

PROVINSI DK JAKARTA

; -

] */ 109.5103.100548:0275 %
. IE Nama AKON :
s g Tt_!nplUTgJ Lahlr ¢ SUNGAI AYAK 16 JUN 1948
T o' | gy JoRisKelamin ¢ LAKILAK) Gol: Darsh;
I=d Alamat : SUNTER GEDUNG RuBUH
= RTPW  :0#im02 |
M8 Kewrshan : SUNTER.JAYA
1= Kecamatin : TANJUNG PRIOK
| = Kolamadya : JAKARTA UTARA
E Agama { BUDHA Status
- : BURLH ]
\EEE BerakuHingga ¢ SEUMUR HIDUP q
7= :
= '
Tandd langaivsidi Jar Pemegang KTp  « S.RIZAR KADAFI, 5.508 §
‘ ‘ NIP ; 010245754 '
_ =
- -
. PROVINS! JAWA BARAT
) KABUPATEN SUBANG
!
124 ;321303 4804880040T
Nama : THEN THaM KN
Terped Tri. Lahir . ERCADAL, TR00. 1950
! Jore Kainma PEREMFUAN  GolongenCwesh: .
Alsnat A ANGOUR RAYA NO. 30 PERUMNAS
AT - Tn v
[ | KARANIANYAR 'L
Weacmaen EARANG
Heasiotn T SRGANG .
LY FATHILN B Porkasrad <R AW®
Prkerieen - MENGURLS AU TAMGAA
Btk hingga - 08-08.2012

A

. Terds tenpereccl jo prregeng KTP
1 s
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i

Catatan:

SBKRI inj bebas Meterai dan biaya. BUKTI KEWARGANEGARAAN
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Perl. 52-°52

“TTI- %
.ham”_&.“. ,

“Beért

.-m Uatvk keperluan dalam Zuann_..

**) Untuk turunan,
nomor code.

Tionghon dengan

Yohana, FHUI, 2012
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. LETJEN. S. PARMAN NO. 7 JAKARTA BARAT TELP. 5662400 FAX 5681116 Kode Pos 11440
JAKARTA

JAKARTA, 18-11-2010

Momor - Kepada

Lampnran D - Yth. : HHANTORO

Perlhal . Surat Pemberitahuan Selaku Kepala Keluarga
Nomor Induk Kependudukan (NIK) No. KK : 3175032101090437

INIUR 1V, RT/RW : 8/8
ESAR UTARA

Sesuau ketentuan yang dlatur da!am pasal 13 ayat(1) Un i ,dang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa’ setlap
Penduduk wajib memiliki NIK, bersama ini kami sampaikan- NIK untuk keluarga Saudara
dengan rincian sebagai berikut :

-|3175030606460002

5035201670004'| KRIST

175035710760005

"4 3&?5’0305049'70002

5. '3175034104020001 JAKARTA

6. 3175034312820002' JAN [SINTANG" ~ .7 [ 03-12-1

T -

8. = . ' e

NIK dzmaksud berlaku seumur hidup dan selamanya tldak berubah dan tidak
meéngikuti perubahan domisili. ;
Demikian d:sampafkan untuk dapat dspsrgunakan sebagalmana mestrnya

£ Py MANGATAS P, MM.
.+ NIP 195911201987031004

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012 ’




-

Nomor :
Lampiran : +1.berkas .

Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak
Tanah dan Bangunan .

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
KPP. Pratama Jakarta Jatinegara
Di  Jakarta ’

Berkenaan dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 30/PJ/2009 tentang
Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dengan ini :

Nama Wajib Pajak ; Af{ON cs ‘..
NPWP : - ‘
Alamat . Jln,., Sunter Gedung Rubuh, No. 4 A4, RT011l/02, Eel.

Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakartz Utare .

Mengajukan permohonan urttuk merﬁpernleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas
Penghasilan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan data Pajak sebagai berikut :

NOP . :31.72.030.005.010.0017.0
Alamat Tanah dan/atau Bqngunan' % Jln. Bekasi Timur IV, RT 0O08/08, Kel.-

Cipinang Besar Utara, Kec, Jatinegara.

Dengan Alasan : 2y :
_ Pewarisan ( Proforma ) .

Untuk Kelengkapan- SKB, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :
1, Fotokopi KTP/KK i
2. Fotokopi SPPT PBB Tahun.......c...

3. Fotokopi S5B

4. Fotokopi Sertifikat/Akte Jual Beli/Akte Hibah/Akte Waris/Surat Keterangan Waris #)
g
6.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan

Jakarta, ... SeDEember 2011
Pemohon '
W

- AKON CS

]
siveersamtsegRas LI inT Eianen s

*) Coret yang tidak perlu-

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012




Lembar 1 untuk : Wajib Pajak
i Lembar 2 uniuk : PPAT/Notaris/Bendaharawan

Lembar 3 untuk : Kanwil DJP Jakarta Timur
Lembar 4 untuk _:  Arsip Kantor Pelayanan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA JATINEGARA

-

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP - 5 IWPJ.20/KP.0203/2011
. Tangoal - 4" oOktvber 2oy
TENTANG

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DAR! PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN ATAU BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Berdasarkan permohonan Waijib Pajak tanggal 14 September 2011 Tanpa nomor, Ménerangkan bahwa orang pribadi
tersebut dibawah ini : :

Nama . AkonCS - ' L "
Alamat : Sunter Gedung Rubuh RT.01 1/002 Sunter Jaya - Tanjung Priok Jakarta Utara

Dengan data Objek Pajak sebagai berikut :

NOP . 31.72.030.005.010.0017.0
Alamat Tanah dan/atau Bangunan : Jl. Bekagi Tirur IV."RT,008/08
CipBesar Utara - Jatingg 4ra; dakarta Timur

¢

tdam‘bé"_nﬁ?lihan'hak atas tanah dan/atau bangunan

dibebaskan dari\.-dédibayaran;!?ajgk Eénghﬁilaﬁ*ﬁfésgepédd@sﬂ. !
z “ratis empat puluhitiga ribu‘enam ratus lima puluh

dengan nilai sebesar Rp 18:743:650,- ( Délapzpbelas jita’ tujii
rupiab ) denganralasan sebagafberikut: Tmoe 7 e

[ Harta Hibah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruta UL, PEh, :

Warisan memenuhi Ketentuan Pasali4 ayat {3) hurf bUU PPh, .

[]  Berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan dengan jumiah
bruto- pengalihan ‘kurang darl Rp. 60.000.000,00 (enam puluh-juta rupiah) dan bukan merupakan
jumlah yang dipetah-pecah B

-

Tembusan :
Kepala KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KP.PPh.4.13/SKB-96

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012
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FORMULIR PENYAMPAIAN SSPD BPHTB
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Yth. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I
Kota Administrasi Jakarta Timur -

Yang bertanda tangan di bawah ni :

Nama Wajib Pajak - : .,...-AKQI@...Q.-?..... .................................................. e rlirmtprssmms
NFWP ‘ E msculvesngen e sreserensa seas TR S B RSSARRRS
Alamat & ....b.dmtm‘ Gedung..Rubuh,. . RT.011/L.02. ...
Desa/Kelurahan ...ounter ...'.:.[?X‘?:...: ....................................... '.;., ................
Kecamatan RRL Y5 oot MC L ). RS R
Kabupaten/Kota : Jakartaﬂ:mar ..... Utara. ......................................

No.Telepon : 5 annnS T s e TR R s T B A4 R A AR AR SR RS

Bersama ini menyampaikarn b@D BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan scbagal berikut: .

NOP

Alamat

Kecamatan :

Kabupaten/Kota : ..Jﬁ.kaztta..ﬂllmm.... ......................... I -

Terlampir dokumen sebagai berikut:

(1) SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (Validasi Bank)/ SSPD BPHTB
disertai Bukti Penerimaan Negara (BPN)¥)

(2) Fotokopi SPPT PBB atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB
lainnya Tahun. .. 2

(3) Fotokopi identitas Wajib Pajak BEIWPA, ciivisseressenssronsunsssomsorarmessasnraserssesssnaes

(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **) - e

(5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak **)

(6) Fotokopi kartu NPW/P ##%%)

(7) Fotokopi Sertifikat Tanah

(8) Fotokopi Draft AJB

L) N P S

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD BPHTB

Jakarta,.. .=9=... 2011
Wajib Pa_lak/ Kuasa Waiib Pajak *)
& ..n

Keterangan:
3 coret yang tidak perly
*) dalam hal dikuasakan

**¥) . bagi WP yang memiiiki NPWP .

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012




SURAT SETORAN PAJAKDAERAH
BEA 'PEJROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
'(SSPD - BPHTB).

038586

i BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN.OBJEK PAJAK
| PRUUSUS IBUKOTA JAKARTA *PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P PBE) |

Untuk Wajib Pajak

KANTOR DINAS / SUKU DINAS-I UNIT PELAYANAN PAJAK: J akar ta. T:tmur \I.

| PERHATIAN; Bacalah petunjuk pengisian péd,a halaman.belakang lembar Ini teriebih dahulu. -

[T

A 1. NemaWajbPaiak : [ K ]Q [N] lels LT T[] ]
2. NPWP ) Dilsi sesual dengen Nomor Pokok Waijib Pajak yang dimiliki
3. Alamat Waijib.Pajak Smt er Gedwag; Rubuh - - . Blok/Kav/Nomor : B
4, Kelurahan/Desa _Sm&axa SRTRW .. ._011/02 . ©Kecamatn . : _Tenjung Priok .
'7. Kota/Kabipaten  : Jakarta U‘bara _a ' ____ aKodePos D:D:D
. : Diisi sesuai dengan Nomer Objek Pajak

B. 1. NOPPEB : 314 LZL_I IQ_B_IQJ LQJ_QI_EI lofilo] [ololald [o]resmeswerees
2. LokasiOblekPajak : J1in, Bekasi Timur IV , Blok/Kav/Nomor i
3 KewhanDwa  : C1pinang Besapiffhara 008/08 .  awamasn :._Jabinegara: .

8. Kabupaten/ota Jakarta Tigur . Kode Pos LI TTT]
Penghitungan NJOF PBB:
Luas -NJOP PBB/ m? :
Uraian ( Diisi luas tanah dan alau bangunan yang | ( Dilsi berdasarkan SPPT PBB tahun !aljadr’nya Luas x NJOP PBB/ m?
haknya diperoieh ) . perolshan hal./ Tahu ...
Tanah(bumi) 1= - 101 - m2 [*] R;) 1. 575.000,- 11 RP' 158.875rmk£72;.—k ;
S angra angra
Bangunan 8| = 180 —. me [10|Rp 1.200.000,~ |12 Rp 216'0(}0%}’5@3_10
- ¥ = I
, NJOP PBB: - [13 [Rp 27 ++ 872,000, -
ey PR SRS [ s [Tt
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau banghnan: G5 14. Harga transaksi / Nilai pasar: | 'RF' ‘. 274.87%.000 3 ]
16, Nomor Sertkat: ~ SER1 NO. 199/Cipinang -Besar Utara .

C. PENGHITUNGAN BRHTB ( Hanya disi berdaserkan panghitungan Wall Pajak ) Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 At P AL, 873, 000 ==
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP) oz 350, 000,000, -
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP.) anglat-angia2 | 3| D4 @03 000, ~
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yan§ terutang 5%xangka'3 a4 1.24%, 650, ~
Pengenan 50% karena warls / hibah wasiat / pembrian hak pengelolaan ) 50%xangkad | 5 [ 521 .5925 , -
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan’&’arigunafn yaﬂﬁ'hard‘s dibayar Yo le e 621,850, -

D. Jumlah Setoran berdasar] ng "X'pada kntek yang sesual). .' .\/

E a. Panghﬂungan Wﬁhl 'ﬂﬁkﬁg'ﬁf AKUN QG
[_] b STPD/SKRDHRmGYROKET *) Namorummngga_ Tanggal :

E_j c Pengurangan dﬂinm sendiri’ karané Zm Tanggd » 12-<00-2011 08455
(] P NTEN. | Userld  : MTRNAHRUY -

. BT, ‘  Cabang. . ! 0DUOS4 .

) Gort yong B Ps”“ NomorFesi  © SAT1081 ;-_nosn/ Terminalld : 110210185

R 5 £ 1 ) b SR Sy

‘ Rogs MAF
JUMLAH YANG, DiSET@R{dengmtha,l] R 627.850,- |

: J‘m""p'm%ﬁféeto%n %Ju@a%ﬂenmg BPHTB

.| Suku Dinas / Unit
"..-| Palayanan Pajak

| Hanga diiloley - -
* | petugas Kanfor Dinas/

. Dengan huruf. - & :
T 4. 11
)Coretyang!:dakpedu o i Vi B :, = 1 v,
Jakarta  -9-2011 MENGETAHUI: , DITERWA GLEH TENPATPEMBAYARANBPHTS | *  TELAW DIVERFIGS:
WAJIB P 1 PENYETOR PPAT INOTARIS/KA. KANTOR LELANG/ i T DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DK JAKARTA
u%\ PEJABAT LELANG/KA KANTOR, - riter=Tr 7

" NPPRPHTA

Yohana, FHUI, 2012
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¢T. Bamk DKI
, Ru=i Pumbmyeses Fajuk PEB

BANK

WoE . & 417103000801000170
Nams Wajib Pmj i HIANTORO .
Tshun Paijai 3 2011 ¢
Kalurshman : CIPINANG BEZAR UTARA &
Kode KP PBD : 0403
silai Pajek 1 Rp 416,385
Tanggal Bayer 1 30/05/2011 13:50:43 "
Metode Fembayeren : Tunel i 2
Kode Fengsaahan' 1 003014D317110511
Ho,. Resd + 110530009120 -
Kode Cmbsng s 500 / CAB MATRAMAN.
1 MTRRINATLO ‘

Tellexr ID

Terima Kesih ate® partisipassi anda
b7, Bank DKL CAE MATRAMAN

Tinjauan yiJ_ridis..., Yohana, FHUI, 2012
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- LAMPIRAN IV
A - Peraturan Dlreklur.lendem! Pajak Noror S0/PJ/2009

w tentang ‘Tala Cara Pemberon Pengecualian darl:
V ' # ' Fa Kowsllban Pembayeran alau Perungulen Pajak
Penghasiian alas Penghosllan dail Pengallhan Hak -
© atas Tanah dan/atau Bangunan
SURAT PERNYATAAAN
. PEMBAGIAN WARIS

Kami yang bertanda tangan di bawah lnl adalah ahli warls dari:’

Nama Wajib Pajak
NPWP g B i TV RT 008,08
_Alamat ~EeTCipinang” PBesur Utare , Kec. Jatmegara ‘

Dengan inl menyatakan bahwa kami telah menerima pembagian waris berupa tanah darvatau
bangunan dengan data Objek Pajak” sebagal bsrikut:

NOP - 1307200300 QQ5 010. 0017 0

Alamat Tanah dan/atauBangunan :...%[.]:!-ls....B.‘f".k.a...s.l,.?:‘:glﬂ?':‘...]:v RT 008/08 .
Luas Tanah } .. 101 Mo 3

Luas Bangunan ' .= 180 M2

Demikian Sural Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya.

Jakarta, =9~ a1l

TAETERAI . ‘ o
TEMPEL G - o afhs
FDAETMFASB‘BYET ) % s
Wmcmrm i . .‘-”.1//

)0 [BER
,-

£00

dur) (Masjono)  ( Akom ) .

( Ny. Chin Lui—rC. ryati)- (Tﬁm‘a‘ % r)
(Nama ahli waris) {Nama ahli waris) (Nama ahli wavish—— TR S wais]

*) diisi sesuai dengan SPPT PEB

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JLH.R.Rasuna Said Kaviing 6-7Kuningan Jakarta 12710
Telpon : (021)-5202387-5202390 Fax.(021)-5221615

Jakarta, [ 3 AUG 20

Nomor : AHU.2-AH.04.01- 546/ Kepada Yth.,
Perihal : Surat Keterangan Wasiat
A1, Alm: Marsudi, SH.

Hiantoro dahulu Then Khim Hian Notars |
JI. Raya Cipinang Jaya, Blok A I No. 44 Pav
Cipinang Besar Selatan, Jatinegara
Jakarta Timur 13410

, Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor 72/NOT/VIY/
2011, tanggal 01 Agustus 2011, perihal tersebut di atas, yang diterima tanggal 02
Agustus 2011, dengan Ini diterangkan bahwa dalam buku register Seks! Daftar

Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata, tidak terdaftsr
akta wasiat atas nama Almarhum: ‘

'HIANTORO dahulu THEN KHIM HIAN,

yang fahir di Sungaiayak, tanggal 06 Juni 1946 dan telah meninggal dunia di
Jakarta pada tanggal 30 November 2009, sesuai Kutipan Akta Kematian (Warga
Negara Indonesia) Nomor 07/KMU/IP/2010, tanggal 05 Januarl 2010 yanhg

dikeluarkan oleh - Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Administrasi Jakarta Pusat; = _

Demikian Surat Kéterangan Wasiat ini dibuat, apabilz temyata terdapat
kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

, AN. DIREKTUR JENDERAL
.o A ' ADMINISTRASI HUKUM UMUM
‘ . oy ARRC R PERDATA

Tembusan Kepada Yth,,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
{sebagal laporan) ' ‘

Tinjauan yuridis..'., Yohana, FHUI, 2012




NOTARIS

\RSUDI, SH

Surat Lieputusarn Venteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor. : C-377, HT. 03.02 - TH 2003
Tanggal 3 April 2003

SALINAN

Akta PERNYADAADN
-
Nomor g = oe=

Tanggal : 05 September 201 o=

JL. Raya Cipinang Jaya, Blok A 1, No. 44 Pav
Cipinang Besar Selatan, Jatinegara Jakarta Timur 13410
Telepon : 021 - 70991324, 0816 1324449
Fax.: 021 - 4704266

T R T T e e
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Anggur Raya Nomor: 37, PERUMNAS, Rukun Tetangga 77, -
Rukun Warga 21, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -
3213034209640003, Warga Negara Indonesia. ——=-===—--

-Untuk sementara waktu berada di Jakarta. ----=--=--

4, Nyonya THEN TJHIN KHIUN, lahir di Sekadau, pada =---

tanggal delapan Juni seribu sembilanratus Limapuluh-
Delapan (08-06-1558), bertempat tinggal di Kabupaten
Subang, Kecamatan Subang, Kelurahan/Desa —===--—--—-
Karanganyar, Jalan Anggur Raya Nomor: 3%, PERUMNAS, -
Rukun Tetangga 77, Rukun Warga 21, Pemegang Nomor —-

Induk Kependudukan: 3213034806580007, Warga Negara -

Indonesia, ————==—mm——— e

-Untuk sementara waktu berada di Jakarta. ——-——-—==---
-Para Penghadap menerangkan kepada saya, Notaris, -----—
sebagai berikut : ——-——----——msssmsmosso s e
-Bahwa Tuan BEIANTORO dahulu bernama THEN KHIM HIAN --—-

untuk. selanjutnya dissbit jugsa: —-———————————=mrmmmmm——

lahir di Sungai Ayak, pada tanggal Enam Juni Seribu ---
Sembilanratus Empatpuluh Enam (06-06-1946), —-—-—————————-
Swasta, telah Meninggal Dunia di Jakarta, tempat ------
tinggalnya terakhir pada tanggal tigapuluh November --——
duaribu sembilan (30-11-2009), berdasarkan dan sesual -
dengan Kutipan Akta Kematlan tertanggal Lima Januari --
Duaribu Sepuluh (05-01-2010), dengan Nomor: ---—-——-——==--
07/KMU/JP/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor ---
Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota --------

Administrasi Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut -

sebagai “Almarhum®”. —==—————mm————

Ty
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-~Bahwa almarhum beserta dengan 5 (1ima)] OrEang —-s=-rnmsss
saudaranya merupakan anak luar kawin dari almarhumah --
Nyonya THEN MUY NGO, yang meninggal dunia di Jakarta, -
tempat tinggalnya terakhir pada tanggal empat Oktober -
duaribu tiga (04~10-2003), berdasarkan dan sesuai --———-
dengan Kutipan Akta Kematian tertanggal duapuluh tujuh-
Oktober duaribu tiga (27-10-2003), dengan ncmor: SR
587/U/JU/2003; yang dikeluarkan cleh Kepala Dinas ---—-
Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta, adapun 5 (lima) orang saudara almarhur

adalah: e

1. Tuan AKON, lahir di Sungai Ayak, pada tanggal -----
enambelas Juni seribu sembilanratus empatpuluh -----
delapan (16-06-1948), bertempat tinggal di Kota ----
Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok,
Kelurahan Sunter Jaya, Sunter Gedung Rubuh, Rukun --
Tetangga 011, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor: 09.5103.160648.0278, Warga Negara --
Indonesia; ————————-mmmmmmmmmm e — s s
2. Tuan MASJONO, lahir di Pontianak, pada tanggal ——--
duapuluh empat maret seribu sembilanratus limapuluh-
tiga (24-03-1953), bertempat tinggal di Kabupaten --
Bogor, Kecamatan Parungpanjang, Kelurahan/Desa -——--
?arungpanjang, Kampung Margamekar, Rukun Tetangga --
04, Rukun Warga 01, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor: 32.03.23.240353.10405, Warga Negara =--—------
Indonesia; =—===———emcmccemce e m e — e e

3. Nyonya THEN TJHIN KHIUN, lahir di Sekadau, pada ---

tanggal delapan Juni seribu sembilanratus Limapuluh-

\
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Delapan (08-06-1958), bertempat tinggal di Kabupaten
Subang, Kecamatan Subang, Kelurahan/Desa --—-===--—-
Karanganyar, Jalan Anggur Raya Nomor: 39, PERUMNAS, -
Rukun Tetangga 77, Rukun Warga 21, Pemegang Nomor -—-—
Induk Kependudukan: 3213034806580007, Warga Negara -
THidotiagla, S me e o e e e S S SR ST
4. Nyonya MARYATI, lahir di Sintang, pada tangygal ==w-=
duapuluh tiga November seribu sembilanratus -----—--
enampuluh tiga (23-11-1963), bertempat tinggal di --
Kabupaten Subang, Kecamatan Subang, Kelurahan/Desa -
Karanganyar, Jalan Anggur Raya Nomor: 37, PERUMNAS, -
Rukun Tetangga 77, Rukun Warga 21, Pemegang Nomor --
Induk Kependudukan Nomor: 3213036311630008, Warga —-
Negara Indonesia: =—=rr-—=——os-oremesmemmSoo s s
. Nyonya CHIN LUI, lahir di Sintang, pada Langgal Dua

September seribu sembilanratus enampuluh empat -----=
(02-09-1964), bertempat tinggal di Kabupaten Subang,
Kecamatan Subang, Kelurahan/Desa Karanganyar, Jalan-
Anggur Raya Nomor: 37, PERUMNAS, Rukun Tetangga 77,-

Rukun Warga. 21, Pemegang Nomor Induk Kependudukan:

3213034209640003, Warga Negara Indonesia. -————————-=

~-Bahwa Almarhum semasa hidupnya telah menikah untuk ---

pertama dan terakhir kalinya dengan Nyonya KRISTIANY.

-Bahwa pernikahan mana dilangsungkan berdasarkan adat -

istiadat dan kepercayaan serta tidak dicatatkan pada --

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga secara --*

hukum dianggap tidak ada perkawinan dan anak-anak yang-

lahir dari perkawinan menjadi anak luar kawin yang ---—-—

hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. ---

\-\ '
4
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’fﬁgﬁka berdasarkan Surat darl Direktur Perdata —-—=——=—"7
atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum —=-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -=-—=-=
Indonesia tanggal tiga Agustus duaribu sebelas -—————7—
(03-08-2011}), Nomor: AHU.2-AH.04.01-5181, tidak -——-=—-

terdaftar pendaftaran wasiat atas nama *Almarhum”. —-—-—=

-Para penghadap tetap pertindak seperti tersebut di R
atas menerangkan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan -
olehnya tersebut di atas diberikan dengan sebenarnya -——
dan bilamana perlu bersedia diangkat sumpah dihadapan -
| yang berwenang. ——-=="-"77 - —mm—m——m e —m—m s

L -Para penghadap saya, Notaris, kenal. ——==———==—"7"7"777

| -Dibuat sebagai Minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala Akta ini -

| gongan dihadlst oleh p =err——SEEsEEmETEmSEmemm———

1. Tuan DJOKO ANDRIAS, lahir di Jakarta, pada tanggal-
Enambelas Agustus Seribu Sembilan ratus Empatpuluh-
Empat ( 16 — 08 - 1944 ), bertempat tinggal di ----
Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Pulogadung, -——-
Kelurahan Pisangan Timur, Jalan Haji Mugeni III, --
Nomor : 36, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 04, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ==--—==--===7""<
00.5402.160844.0116, Warga Negara Indonesia, —-———-—
2. Tuan PRAYITNO, lahir di Jakarta, pada tanggal Dua -
puluh November Seribu Sembilan ratus Enampulun ----

( 20 - 11 - 1960 ), bertempat tinggal di Kotamadya-

Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan e

L Ciginang Besar Utara, Jalan Bekasi Timur IV, Rukun-

5
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‘iEetangga 004, Rukun Warga 007, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 09.5404.201160.0127, Warga Negara -
Indonesia. ——=—————==—————ssssosoSsssmemeommmmEmmm

-keduanya pegawal Kantor Notaris, yang saya, Notaris,-
kenal sebagai Saksi-saksi, ——--—--————==TToSoooTTTIITT
-Segera setelah Akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
para penghadap dan Saksi—saksi, maka Bkta ini ---————-
ditandatangani oleh Para Penghadap, Saksi-saksi dan --
Sava; MOEETAB. =i S i s e e e e
-Dilangsungkan- dengan Dua Perubahan Yaitu Dig ———ssn=s
coretan dengan Penggantian., -—=======-——-———---=-=-—---=

-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna-

| ~-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -—-—-—---—

Notaris di Jakarta,
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PERNYATARAN

Nomor : 1l.-

76894524 7 -Pada hari ini, Senin, tanggal Lima September Duaribu -
Sebelas (05-09-2011), pukul Sepuluh Waktu Indonesia --—-—
Bagian Barat (10.00 WIB). ====-—-===-==-=--——7-mmmmmmmo
-Berhadapan dengan saya, MARSUDI, Sarjana Hukum, —-—-——=-
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleb saksi-saksi -—-
yang namanya akan disebut dalam bagian akhir akta ini.-

1. Nyonya KRISTIANY, lahir di Singkawang, pada tanggal-

duabelas Januari seribu sembilanratus enampuluh’-——~
tujuh (12-01-1967), bertempat tinggal di Kota —---—-—-
Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, —-=
Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jalan Bekasi Timur -
IV, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 05.5404.520167.8509, ---
Warga Negara Indonesiap m==—m=r——mesmsssssscseemsses
Tuan MASJONO, lahir di Pontianak, pada tanggal ————
duapuluh eﬁpat maret seribu sembilanratus limapuluh-
tiga (24-03-1953), bertempat tinggal di Kabupaten --
Bogor, Kecamatan Parungpanjang, Kelurahan/Desa —---—--
Parungpanjang, Kampung Margamekar, Rukun Tetangga --
04, Rukun Warga 01, Pemegang Kartu Tanda Penduduk —-
Nomor:- 32.03.23.240353.10405, Warga Negara ———--——-
Indonesia; —————mmmmm—m e e
-Untuk sementara waktu berada di Jakarta. ==-------—
Nyonya CHIN LUI, lahir di Sintang, pada tanggal Dua

September seribu sembilanratus enampuluh empat ---—
(02-09-1964), bertempat tinggal di Kabupaten Subang

Kecamatan Subang, Kelurahan/Desa KXaranganyar, Jalan
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TARIS

[ B
MARSUDI, sH KETERANGAN HAK WARIS

Jin. Eiag.: Chpinany Jaya, Blok A I, Ko, 44 Pay A adal / . / = / o
Basar Selatan, Jatinegara ,
i dakarta Timur 1341g
e Tip. (921) 70991324

ang bertandatangan dibawah ini, saya : --=——===——--—-=
-Marsudi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. -=w====————-
~-Berdasarkan surat-surat yang diperlihatkan kepada saya,
Notaris, dan memperhatikan Akta Pernyataan tertanggal —--
Lima September Duaribu Sebelas (05-09-2011 ), Nomor: 1,

’ yang dibuat dihadapan saya, Notaris, menerangkan sebagail
berikut § —————vemm e m—— e e e e
-Bahwa Tuan HIANTORC dahulu bernama THEN KHIM HIAN, --—-
Selanjutnya akan Gisghiil o o i it it i e it

Telah Meninggal Dunia di Jakafta, tempat tinggalnya —----
terakhir pada tanggal tigapuluh November duaribu Sembila
(30-11-2009), berdasarkan dan sesual dengan Kutipan Akta
‘Kematian tertanggal Lima Januari Duaribu Sepuluh -------
(05-01-2010), dengan Nomor: 07/KMU/JP/2010, vang —-=---—-

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan d

Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. --—-——--=---
-Bahwa almarhum beserta dengan 5 (lima) orang saudaranya
merupakan anak luar kawin dari almarhumah Nyonya THEN MU
NGO, yang meninggal dunia di Jakarta, tempat tinggalnya

terakhir pada tanggal empat Oktober duaribu tiga ==-----
(04-10-2003), berdasarkan dan sesuai dengan Kutipan Akta
Kematian tertanggal duapuluh tujuh Oktober duaribu tiga

(27-10-2003), dengan nomor: 587/U/JU/2003, yang dikeluar
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propins
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adapun 5 (1ima) orang ---

saudara almarhum adalah: ———===c e

1. Tuan AKON, lahir di Sungai Ayak, pada tanggal enambel
Juni seribu sembilanratus empatpuluh delapan ——------

(16-06-1948), bertempat tinggal di Kota Administrasi

1
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3.

./

Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurah
Javya, Sunter Gedung Rubuh, Rukun Tetangga 011; 
Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
09.5103.160648.0278, Warga Negara Indonesia; =--:

Tuan MASJONO, lahir di Pontianak, pada tanggal dugp
empat maret seribu sembilanratus limapuluh tiga ;—f
(24-03-1953), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Kecamatan Parungpanjang, Kelurahan/Desa Parungpanjaﬁg;
Kampung Margamekar, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: e
32.03.23.240353.10405, Warga Negara Indonesia; ety L
Nyonya THEN TJHIN KHIUN, lahir di Sekadau, pada tanggal-
delapan Juni seribu sembilanratus Limapuluh Delapan S
(08-06-1958), bertempat tinggal di Kabupaten Subang, ---
Kecamatan Subang, Kelurahan/Desa Karanganyar, Jalan ----
Anggur Raya Nomor: 39, PERUMNAS, Rukun Tetangga 77, ----
Rukuh Warga 21, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: =—----
3213034806580007, Warga Negara Indonesia. ——-——-—=======-—
Nyonya MARYATT, ;ahir di Sintang, pada tanggal duapuluh-
tiga November seribu sembilanratus enampuluh tiga -—=---
(23-11-1963), bertempat tinggal di Kabupaten Subang, ---
Kecamatan Subang, Kelurahan/Desa Karanganyar, Jalan ----
Anggur Raya Nomor: 37, PERUMNAS, Rukun Tetangga 77, ———-—
Rukun Warga 21, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor:
3213036311630008, Warga Negara Indonesia. ———————————===
Nyonya CHIN LUI, 1lahir di Sintang, pada tanggal Dua =----
September seribu sembilanratus enampuluh empat ---------
(02-09-1964), bertempat tinggal di Kabupaten Subang, ---
Kecamatan Subang, Kelurahan/Desa Karanganyar, Jalan ----
Anggur Raya Nomor: 37, PERUMNAS, Rukun Tetangga 77, ----
Rukun Warga 21, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: ---—--
3213034209640003, Warga Negara Indonesia. —=—=—=-—==-—===-=
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“_Bahwa Almarhum semasa hidupnya telah menikah untuk perta
dan terakhir kalinya dengan Nyonya KETSTIENY., ——rmsmsesee
-Bahwa perﬁikahan mana dilangsungkan berdasarkan adat —---
istiadat dan kepercayaan serta tidak dicatatkan pada Dina
Kependudukan dan, Catatan Sipil sehingga secara hukum —---—-
dianggap tidak ada perkawinan dan anak-anak yang lahir de
perkawinan menjadi anak luar kawin yang hanya memiliki --
hubungan perdata dengan ibunya saja (Pasal 26 dan Pasal !
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). ———————""7
—Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Perdata atas nama
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hu
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga —-—
Agustus duaribu sebelas (03-08-2011), Nomor: =--—-—==—"=77
AHU.2-AH.04.01-5181, tidak rerdaftar pendaftaran wasiat
atas nama “Almarhum”. ————-—==-—-==ssSTosoTToomTTITTTEETTT
-Bahwa berdasarkan data-data tersebut diatas, saya, Nota
dapat. mensrangkan £ =m-mmsEssEEmEsSessommmmmmmmETETTT
-Bahwa dengan demikian sebagail Ahli Waris yang berhak at
Harta peninggalan almarhum perdasarkan Pasal 856 dan Pas
857 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia adalah:
-Kelima orang saudara Sekandung yang masih hidup terse
yaitu ; ==—=====———=mm—————————es e o e e
1. Tuan AKON, tersebut. o o e e
2. Tuan MASJONO, tersebut. ———======—————===——==———=
3. Nyonya THEN TJHIN KHIUN, tersebut. --—-—-—--==—"~
4. Nyonya MARYATI, tersebut. —————————==—7—-="~"""7"~
S.Nyonya'CHIN LUI, tersebut. =—===—m—m—m—s——=sesoom——
-Masing-masing menerima untuk 1/5 (Seperlima) bagiar
-Harta Peninggalan berjumlah 5/5 (Lima per Lima), --
terdiri atas bagian kelima orang saudara sekandung 3
masih hidup yang masing-masing mendapatkan 1/5 (Sati

per Lima) bagian sehingga berjumlah 5 x 1/5 = 5/5 (1
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-Berdasarkan hal-hal yang dimaksud di atas, maka para
Waris berhak melakukan tindakan mengenai Harta Pening
“Almarhum” termasuk pula menuntut, menerima dan membe
tanda penerimaannya yang sah mengenai barang-barang,

dan pembayaran—pembayaran oleh Bank dan perusahaan --
perusahaan Asuransi Jiwa yang termasuk Harta Peningga
AlMarhum, === e e
~Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk ==-———

| dipergunakan dimana perlu. =-————————mm—————__________

‘\-

Jakarta, 5 September 2011

Notaris di Jak

METERAI

PAJAK MEMBANGUN. H.
J"I'l'iL‘ 0

(MARSUD I, 8H )
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FORMULIR PENYAMPAIAN SSPD BPHTB

Lampiran : 1 (satu) set _
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

¥Yth. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak I]
.Kota Administrasi Jakarta Timur

Yang bertanda tangan di bawah inj:

Nama Wajib Pajak S o S B e

NPWP L ot A 1

Alamat : 'J‘;'n*"'jsaga"Si""‘P'J-'_'MET“'I‘V',""B'I“‘0‘08708‘;"‘529‘1‘.‘"‘01..
Desa/Kelurahan - CipinaaE. Betan. Moarer . evinegars; Jakarta Dixur.
Kecamatan Yy Lgatanegara L ————

Kabupaten/Kota e TBERTER TIITE g overerereerrerrnereserensenssnsinesesesrnsnsenenes

No.Telepon D diressesrinsdsnrepteensaa e s e O

Bersama ini menyampaikan SSPD BPHTB untuk diteliii atas peroiehan hak atas tanah dan/atau
bangunan sebagai berikut:

NOP : 21=7220300.005.0 010800172 0o
Alamat : o 938 Bekasi. Timur.. IV, . RD.. Q080 s

o Bel,.Clpinang. Besarn. . Ttama. .
Kecamatan o REmeRE T e
Kabupaten/Kota =0 h ud- T o e SO OO U UU OO

Terlampir dokumen sebagai berikut:

(1) SSPD'BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (Validasi Bank)/ SSPD BPHTB
disertai Bukti Penerimaan Negara (BPN)*) o

(2) Fotokopi SPPT PBB atau.STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBE/Bukti Pembayaran PBB
i1 T 511 R—

(3) Fotpkopi identitas Wajib Pajak bertpa.........c.cvrunruvereseneies

(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)

(5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak: ¥*)

(6) Fotokepi kartu NPWP **%) _

(7) Fotokopi Sertifikat Tanah

(8) Fotokopi Draft AJB : ‘

GD) B D s aten sedsmnsassasmsmcsss sesmaIES s '

Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)

4
’

L o A A
e Rristiany 5o

T

Keterangan:
- ) coret yang tidak perlu
Rt dalam hal dikuasakan

**%)  bagi WP yang memiliki NPWP
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A

. LAMPIRAN |
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-26 /PJ/2010 TENTANG TATA
CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK
ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor = & essamsmessmminain

Lampiran : ..1.0Rerkas.... :

Hal -+ Penelitian SSP atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan o ‘

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Fratama Jakarta Jatinegara
Jln, Siamet Riyadi No. 1

---------

Jakarta Timur .

Berkenaan dehgan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian SSP atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan, yang bertanda tangar: di bawah ini : E

Wajib Pajak  :_AKON s .

NPWP : e _

Alamat L SHRERT. Gedung. Rubuhs. Mo 4. Al BT, RL. 011702, Kel, Sin-
G oSBT B K E G URE. F10k, Jakarta Utara .

Telepon CL0Pd=652154

‘bersama ini menyzimpaikan SSPuntuk diteliti atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan sebagai berikut: - - : '

NOP i 31,02,080,008.010:0017:0

Alamat :..Q:lﬁ"u...ieka*;i Timure 1V, B 008708, Xef" Cipinang Besgr-
Utara . . : :

Desa/Kelurahan : CLpin&ang BESET TEEHPFE 7

‘Kecamatan =~ - Jatinegarsa .

Kab/Kota . Jakarta Timur .

bersama ini terlampir dokumen sebagai berikut : : :

1. SSP Lembar ke-1 yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan
* Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan Potongan (NPP)
- serta foto kopinya. sebanyak ...... lembar; _ .

2. foto kopi SPPT atau STTS/Struk ATM:bukti pembayaran PBB/bukti pembayaran lainnya

l'): , S 2
3. foto kopi faktur/bukti penjualan atay bukti penerimaan uang **);
4. Surat Kuasa dari Wajib Pajak ***) ; ‘

Demikian disampaikan
Tg 'L"'a'rﬂ'a’ 9 20 ll

Wajib Pajak/kuasanya,

I\.. @csi.’ﬂ;m;
NPWP:

Keterangan :

*) * coret yang tidak periu :

") dalam hal pengalinan hak atas tanah dar/atau bangunan dilakukan dergan penjualan
"} . dalam hal dikuasakan = -
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ey
&

I

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 621 1
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ) )/9

(SSPD - BPHTB)

L bar/'r

PEMERINTAH PROVINS| DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) «

KANTOR DINAS / SUKU DINAS / UNIT PELAYANAN PAJAK : _Jalarta Timur T
PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebin dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak

Wyl | AR IS QI ANY|.

LT TTTTTTTT]

T

16. Nomor Sertifikat :

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: E[]
SHM No. 199/ Cip. Besar Utara .

14, Harga Vansaksi  Niaipaser: | P 375,000, 000,= |

2. NPWP 3 . | Dilsi sesual dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilii
3. Alamat Wajib Pajak Jln. Bekasi Timur IV Blok/Kav/Nomer )
4 KewrshanDesa . UiPe Besar Ubgrae,, . 008/08 6. Kecamatan, ; _C o ooGOTa
L 7. Kota/Kabupaten : dakarta Timur . B.kodePos : | | | | |
Diisi sesuai dengan Nemor Objek Pajak
B. 1. NOPPBB B |1 712] L [ 3 d F O[I[g P [OTIT? I__gPBEpada SPPT PS8 *
2. Lokasi Objek Pajak Jdln. Bek&‘?ﬁ? LU T Blok/KaviNomor —FarimegaTy
3. Kelurahan/Desa 3 Clp Besar a€8RTIRW " R__/_.__ 5. Kecamatan M
JaE arGa Lim ’
6. Kabupaten/Kota : Kude Pos ! D:!:[:]j
Penghitungan NJOP PBB: t .
) Luas NJOP PBB/ m?
Uraian ( Dilsi {uas tanah dan atau bangunan yang * | ( Diisi berdasarkan SPPT FBB fahu'r te jadinye Luas x NJOP PBB / m?
haknya diperoleh ) paroishan hak / Tehun ...
: . - 874,000, =
Tanah (bumi) 7| = 101-- m | 9| Ro 1.575.000, 1t |gp 75573 2
e angka 7 x angka 8
- 180 = 1.200.000,- 216 000,000, -
Bangunan 8 mz [10fRp ¢ : 12| Rp oo | AOOKE BX ARG T |
NJO_PPBB' 13 RP...&.?.«‘LF'BI?B ang%a %1 Igngka 12

C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )

Dalam Rupiah

Nilai Peroiehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nila pada B.13 dan B.14

i [p 375.000.000,-

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )

> 80.000.000,~

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NFOPKP )

angka 1-angka2 | 3 [ 295.000.000,—

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

2
3
sxangka3 | 4 [» 14 750,000, ~
5
6

Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *} 50% x angka 4 b -
Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan yang harus dibayar »  14.750.000,- i
—
D. Jumiah Setoran berdasarl {% Kﬁp\gﬁr\ ng “X” pada kotak yang sesuai)
- a. Penghitungan %&W----*i 1 NY.KRISTIANTY
[ ] b. STPD/SKPDKR|FBKFOKET ) Nomor '0@o0aRBEGA0I000  Tanggal: — _
c. Pengurangan did&nig sendi karena‘ qEEEE! Tanggal $12-08-2011 09484
E G NTRN : User ld : MTRNAHRU
) ) BT — Cabang - 000054
) Coretyang ek perle | ovnor Fesl  : SA1109120044 Teninalld : IT10210195
Fods MAF T 411477
JUMLAH YANG DISETOR (demgamangke Ry T2 0750, 000 3= || Jumiah Pamy A AleioEn kd Aot Ol BPHTS
Dengan huruf; ; : ‘ ; s / ‘
rewﬂm 4141 |1
'O'U. R S
*} Coret yang tidak periu
JE‘ 8 Tta =St MENGETAHUE TELAH DIVERIFIKASE:

WAJIB PAJAK / PENYETOR

Narfla lengkap dan tanda lnngan y

PPAT NOTARIZIKA, KANTOR LELANG (s ,
PEJABAT LELANGIKA. KANTOR 5
PERTANAHAN

Mareudi, SHf;;

Hanya diisi eleh
petugas Kantor Dinas !
Suku Dinas { Unit ;

Pelayanan Pajak

Namnlsnpkup lhmpu!.dmhnda

DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINS! DKI JAKARTA

Nama lengkap, stempal, dan tanda langan

DPP.BPHTB

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012



$B998 541373 095057 BPHP 12/09)2833n09+0d4 52 ‘ )
oIV ENTERENEANRS HOURAL SITORANPATAK | L o 1

£

DREEIDRAR ENDERAL PAJAK -

RAREP I%@Jabavta AK?N = (SSP)
Jatmegara .

Untuk arsip WP

| NeWP - :

| -l - - ]-Lolel2]-olo]d

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki '

NAMA WP : AFON 8 o ... e ——————————] v ————

ALAMAT WP : .S‘mter Gedung Rubuh, ¥o. & 4, RT ”11/. 2,. Bel. Sunter Jaya|
F@c. Tanjung Prlok Jakarta Ubara . '

...................................................................................................................................

‘NoP LiJiJLZ_[QJloHEHMO[JI |011|0| |0|of1|7IL_ﬁ

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP : Jln. Bekasi T‘J mur IV, RT (‘(\{2

...................................................................................................

‘Kode Akun Pajak  ~Kode Jenis Setoran Fajak Penghasilan -

Uralan Pembayaran ; ....23¢%8
¥inal atas. Jual.Bali. SHM. No.. L99/ ipid

|4| 1|1 | l|2 ] ,8| |4|O | 2|. nang Besar Utara, seharga Rp %75, ooQ
: _ _ Q00 o (T TIEEFATUE U FiRpu Il Tins Juta
. I‘up'l&h‘"')“"“ sesses eseresnsves PITTTTTT T seamo
o Masa Pajak .
Jau | Peb | Mar | Apr.| Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des Télhm Pajak
- RRHK |2 O|l 1
Beri tanga silang (x) pada kolom bulan, sesual dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan ° Diis! tahun terutangnya pajak

.Dusr sesual NomorKeIataparr STP, SKPKB, SKPKBT

=

: Nomor Ketetapan }QIQ]IGOIITTbZGbZT-}:ﬂiIIQEILS¢10 ﬁqbdotﬁvaﬂzerzg a1 {fe ég%g%@o:;ﬁgﬁg '
EEQ

p TEEePTTERM

R R L T PR R LTS

8P EENN080008580080p88800400080000 ou-nn 9965009099 psenidOses0esoeaBoane

qe':dnu ngTy ynng mqntu e3np sered uederaq # .Euartq:arzr

Diterima oleh Kantor Penerima Pé aym?( &, 4

losan? | G

TangEal .....ocerreeerernsenreserrragsionfonns
Cap dan lagaere KAWATI
Nama Jelas ©u....oveverneaforrinenes 13- IRER--201
uT, = ":F -
iAl:lIJn ol
Rua i Kantog Penerima Ptamb:elyaa0 Hgsaﬂom‘i _'{Qﬂngq;i
@\\h\lﬂm RFP}\\ 0% lx?iof \ ;] dJayknaf H
Je1T8L - 2T “’5_% 2 =0 ~aolli10z-60-21 e
. ETPT L0€0 £T00 FOMEf romersavanary 41t Q'[ 60 T10Z b@, H m%%%?un
F2.0.32.01 £LE & { imd:ﬁ;%ﬁ:me ;‘} 5 8TIET:60 TTOE-G Lidwe il aonoa0420 CUEEL

)

a;ea yanan Penelitian SEP tidak dipungut b
..M‘r_'dﬂ_ﬂﬂﬂ.l.d.m:!... bl

] J&mehﬁ T

% COp mgg‘c“ s

Sz WIYDENITN ¢ ONGEYD
' 3qr ‘(aiaﬂa&) VISENGONT YHVOEN MAvd "1
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o AKTA JUAL BELI
s dl S R s ‘ o N ’-‘.-'k fNO:'_' ‘"8_ \ /20’1’1

¢ o R il I LembarPertama/Kedua

v ‘ b e ¥

tang (
'F'bulan oentcmber _‘———— Cthtn 2071 —w (== dua
) 1aS ==='=:::==£::-::::':-..,

t
!!“7

1]

L::z==;:====:=:n s tbess )

: 3
hiadir dlhadapan saya Mg pUDI Sﬂraana T{u?mm, e e
¢ o 'yang berdasarkan Sulis chutusan I’enala Badan Pertanahan Nasional
g v 5 - O LN SR S | nmggﬂ 18- 12—2606 nomor 4%/ TTTT-2006
- ¢ dia’iiéicat/&it’uﬂjuk sebagai Pcjabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
' dlscbﬁt PPAT yang dunaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; "dengan daerah kerja Fotzauadya Ja-
¥arfa TimuT dan Berkantor di - Jalan Paya Cir Yinang J)JQ Blok
A T Nomor 14 Pavilyun; Jaulnemard, —~~—= dengan dihadiri oleh
‘saksi-saksi yang saya kenal dan ‘akan dlsebut pada bagian akhir akta ini : ------
- T.1, Puan A'E'0 W, lahir @i Sungai ayak, nads tane
s PR TRt g Juni- 1948, ahmga !égara Indonesia, Swasta, --
2 bertﬁmpat flnggal dl'ua””rta, Sunter Gedung Rubul
Rukun mﬂtangqa O?ﬂ Rukun Varga 002, Keiurahsn -
SET " Sunter Jaya, kscamatan”;anjung Priok, Kotamadya -

e~
s S

Jﬁksﬁté:ﬂ*ara:‘neméwang Kartu Tenda Penduduk Nom
09.5103. 160648, 0278 “cmmim i e e
Tuan MASJONO, lahir di Pontianak, pads bvanggal --
24 Earet 1953, Jhrga hegard Iﬁﬂnrae
_pertempat tinggal di Kabhpaﬁen Bogor, Kampung Ma
* gamekar; Rukin Tetangsa 04 ‘Rulkun targa 01, Dessa,
 Kedurahan Parungnanaamg, Kéﬁamdtan larun gpanjang,
pemegang: Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.0%.23,
240%53, 10405, sementars berada di Jaksrta, —-ww--
- Nyonya 'THEN TJHIN KHIUN, lahir di bekadau, pada -
: tanggal 8 Juni’ 19%8 Wargs Nééafd Indogesia, Tbu
- 7. Rumah Tangpa, bertempst Tiﬁ* gal di Féﬁunateﬁ Su--
bang, Jalan Anggur Rsya  Nomor 39, FERTIMNAS, Rukur
Tetangga 77, Rukun warga 21, Desa/Eelurahan XKara-
nganyar, Kecsmatan Subang, pemegang Fartu Tanda -

1

| .
Aiiauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012 Hetawan 2
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PEnduduk Nomor 591505480658000?, sementara berad
g Jakirtaa2524*?'“““—“-———““”—-”““*”"—7-"“*-“”"—
pxﬂyonya MARYATT, 1ahlr di- Sintang, peds tanggal 22
. Noperber “1963, Warga Negaﬂa IE”OHEula,:wwaSta, be
tempat tlnggal di Kabupaten Subang, Jalan Anbgur
.Raya Nomor: 57, ER ENAS Ruxun Te cn“@a Ty RUKl
. Varga 21 Desa/Felurahan Karanganyar,aﬁecam%tan‘-
Pﬁuban ne@egang Kartu Tands. Penduduk Nomor: —w---
_ 3213036311630008, . sementara berada di Jakarta; --
- ﬂybnya GHIN’LEI, 1ah1r di Sintang, pada tanggal -4
@ September 1964, varga Negara Indonesia, Ibu Ru-
| - ~mah_Tangga, bertempat tinggal di-Kabupaben Subang
‘Jalan Anggur Raya Nomor: 37, FERUMNAS, Rukun Te-
tangze 77, Rukun Warga 21, Desa/Kelurahan Karangs
nyar, Kecamatan Subang, pemegang Kartu Tanda Fent
duk Nomér' 5215054209640005, sementarg berada di
Jakzrtas. --fweef—~$—~—-—-——-—————————u-—m—*w~«m»w
:umantrut keterangan mereka adalah segenap para ahlive
ris dari. Almdrhum HIARNTOROC, gebagaimana ternyata dari
akta Pernyataan ‘banggal 05 Sepbemder2011 Nomor T e
bertalizn Gengan Surat. Keterangan Hak VWaris tanggal -
Septembenagqq Nomor 83/NOT/IX/2071, vang dibuat di -
. hadapzn saya, Eeaabat»Pembuat Akta Taneh, dalam kedw
f-,“kannya sebagai . Notaris; -¢r~~_u—~-—~—~~——-w--—; ------
Y,uBersama—sama selaku Penjualy wptuk selanjutnya disebu
n— = mmie. PEHAK BERTAMA — oo oo =
II. myonya KRI“m ANY Jrahip- di Singkawang, pada tanggal -
12 Januarl 1967, Wanga. Negana indonesla, Tou Rumah —-
Tangga, bertenpat” tlnggal di- Jakarta, Jalan Bekasi Ti
mur, IV, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008 Keluraha
ulplnang Besar Utara, ﬁecamatan Jatinegara, Kotamadya
Jakarta. Timur,. DETREANE | Rantu Tanda Penduduk Nomor. -

: 09. g&O# 520167.8509; PO i e
. -Selaru E@mbell,puntuk sejanjutnya LAy semmeame——

SRR e £ : : - PITHAK- KEDUA = e oo o o e o

t/'\"-’ S e — ‘ ) 3

Halaman 2 dari 7

- ; 2
Akta Jual Bpfniauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012




A B 1 )

Para pengahadap dikenal bleh Saya/Resghadap- Pejaobat Pewbuat Akta Tanal
...';.,......._._..'_‘........,..'_....;...._._._.,__,.,_ ] l 3 1 ! 1 Ikan-ol _

WWWWWMM@%MM@WMW&@ :
yemg—aleaa-disebu*aa@adaa&&ﬁ-alda-m;

Pihak Pertama menerangkan dengan ini nienjual kepada Pihak Kedua dan

> Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari- Pihak Pertama : -----------

o

—Disahkar_l- ®

‘Nomor 199/Cipinang Besar [atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat-tHur/Gambar Situasi tanggal 19 Mei 4997 ~—--

Nomor 5050/1997 -— seluas 107 ——-- m? ( serstus satu

atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangydan/
Hak Pakai Nomor ‘ ’aiengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )
. yaitu seluas kurang lebih"  ~ m?
. -meter persegi ), dengan batas-batas f/

. Blok - = Kohir;Nomor

m2(

~ . S .. Persil Nomor
seluas kurang lebj

meter persegi ), dengan batas-batas :

.

3

Fiafatan yuridis... Yohana, FHUI, 2012 Hajemen dart



Z Nomor - . - BEE R ¢ dﬂamplrkampada akta ini. ——-—----—:WMF

”,

~Dicalikan— . 3 | " | | /“M/

Berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Terletak di ' - i \ :
~. Propinsi T T Daerah Fhusus ITbukota Jakarta

R Kabﬂﬁéten/l{ota‘ madya : Jakarta Timur

- Kecamatar 7 ‘Ja.tinega,ra
- Desa/Kelurahan . Cipinang Besar Utara

- Jalan : Bekasi Timur V’*" RT 008 R¥ 08

Jual beli ini meliputi pula :
~bsngunan rumsh tinggal yeng ada di atas tanah terscbut
berikut turutan-turutannya, ~——~=—m——som o

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “Obyek Jual
Beli”. : :

Pihak Pertama dan Plhak Kedua menerangkan bahwa :

a. Jualbeli mxdﬂakukandenganharga Rp. 2375.000.000,- (tiga ra-
tus tujuh pulub lima Jjuba rupiah), ===

3
b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas
dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku

pula sebagai tanda penerizﬁaan yang sah ( kwitansi ).

Akta Jual Beli 4 Halaman 4 dari 7

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012
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" Mulaifri inf obyek jial beli

wh e - chor
i-dilakukan-dengan syarat-syarat sebagai betikut :

1 SPET A

nquluralkan ; dgf&r;ll J‘akta' ini telah menjadi

[

j11}1:i:1'ik"Pi%hlzik Kedﬁ:} ;dan ,kziréziar}yi éegal-a ':'lli:el;nttl.ﬂgan yang didapat dari,

dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi
- hak/beban Pihak Kedua, —-cerr '

\ :

T R

Pihak Pertama menjamin, bahv;a obyek jual béli tersebut—diatas' tidak™

tersangkut dalam suatu sergketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai

jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tefcatat dalam sertipikat, dan

bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

- - ‘ Pasal 3 . -

- “Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari R ——

tanggal T —

Pasal 4 --
Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini

kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan
tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
tercantum dalam pernyatannya tanggal —-

Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli

dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan
Nasional, maka para pihak:akan menerima hasil pengukuran instansi
Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitunigkan
kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gﬁgatan. |

£ i 5% s

: : ‘. Pasal sz . -
-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa merelka
adalah satu-satunya orang yang berhak melalkukan Jusl
beli ini, tidak ada orang lain yang turut mempunyai
hsk, hak berssma atau hak terlebih dahulu atas obyek
Jual beli tersebut dan membbbasksan Pihak Kedus dsri
segala tuntitan meugenai hal-hal tersebubt, —e——————w.

5
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&

yang berwsnang -—-

atas permintaan-—

Nya.
~Disahkan—

NG

e e

akta ini.dibsbaskan dari sebala/bemua tuntutan hlkum

®
tseve
a

e S s e o e v e s Pasal '7. e e A o A e B e e e
~-Pihak Pertama menyatakan éngan sebenarnya bahwa untuk
1dent1tas dan kelengkapan’ okunen-dokumen diri dari Pihe
Pertama yang terkait adalgh benar adanya sesual dengan ¢
te/identitas yang diberikan kepada kami, selaku LEsibat
Pembuat - Akta Tanah, Jika dikerudian’ h317 Tornyata hal ©

sebut tidsk bemar atau dipalsukan can timbul tuntubtan ht

kum, meka semuanya menjiadi tanggung jawab sepenuhnya daz

Pihak Pertama dan P@a&bau Pembuat Akta Tanah yang membus
bz
Pasal 8, ———meeo——-
~Fihzk Pervama menjamin bzhwa' surat Handa dbukti hak kepe
nilikan tanahnya adalah sstu-satunya yang sah dan tidsk
pernah dipalsukaf/dibuat Salinan/duplikatnya oleh instar
pasal 9.

perdata atau pidana.

o s e e e v S S e P oy e o S P e S e e, B e e T ]

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat
ediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera

Pengadilan Negeri Jakarts Timur di Jakarba.

pasal 10+

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini

dibayar oleh Pihak Hedua.

—ME&MWB—W%@BQMMMRS%&% samyang;y—

—_—

/}

Demikianlah akta ini dibuat dlhadapan para pihak dan :
|

Sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : 7=

o

e
e
it

Tuan DJCFO ANDRIAS, dan
Yupn SHATIINGy i o s e g

—weéuanya Fegawal Pejabat Pembuat Akta Tanah, berf@mpat

Alkta Jual Beli 6

o tlnggal d1 Jakarta,

e o o i o g e 4y e i s R o Y P BT s 4 s O i o, e i S

Halaman 6 dari 7

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012-
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_ sebagal saksi- saks1 dan setelah dibacakan serta dljelaskan maka sebagal
N ‘bukti kebenaran pcmyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak -
Keédua tersebut di ‘atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh PRihak
Pertama, Plhak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap
: asli, yaltu 1 (satu) rangkap lcmbar pertama dls1mpan di kantor saya, dan 1
( satu ) rangkap lembar kedua .disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota madya - Jokarte Timur ;
untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam aktz ini, —-mrm---

' Plhak Pertama " . Pihak Kedua
METERAT 54 L. I )
2. \ UETERA gag S |

...................................

'i it THE TJH ] ' |
AN N TIHIN XKHIUN SRR YR Y X

De

*

| Ny. MARYATT
- Ny. CEIN LUT

Saksi . " Saksi
DTOFO ANDRIAS . PRAYITIO

'f""’"'é‘ifaﬁﬁ yur|d|s . Yohana, FHUI, 2013 g (et ¢
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

JAKARTA TIMUR.,

..................................................

%}\Dl——
3|0

R s
4 ™

AH 625207 @5-66.0/.02.]

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012
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_alaman :

MILIK

PENDAFTARAN

.PERTAMA

a) HAK GUNA—BANGUNAN 4=
No. 4&?4';&“ ‘99

Desa EIPINM‘EG E%AR
U‘I‘ARR.-

b) NAMA JALAN/PERSIL
J1.Bekasi Timur VI,
Rt,008/08.

f) NAMA PEMEGANG HAK

¢) ASAL PERSIL

1. ¥omversi

2. Pemberian hak
- 3. Pemisahar

4. Renggabungar

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kotamadya

........................................

.........................................................

NIP 01 005.5869 .

d) SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANWIL,,BFN DRI
JAKARTA tglcah&“1998n=

Noeta711 ,.2/006‘?/@9-0‘3?' |

05&/3!1998¢ {

Uang pemasukan/biaya administrasi
RP.1¢556.000’"

3_hak berlaku
Anbdi sl

[

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

g?ala Kantor Pertanahan

abupaten/Kotamadya

.....................

.........................................................

NIP 010055869,

o) SERAT-URUR-
GAMBAR SITUASI

Tgl. 19=5«1997,
No. 3050/1997.
Luas _ 101 m2.

Alb 29.65.61.9]. oeqo.

i) PENUNJUK Tanah Negara bekas eig.No.6633 seb.

Tinjauan yuridis..., Yohana, FHUI, 2012




. PENDAFT/ARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
Halaman :

" ) Tanggal Pendaftaran Nama yang berhak L
Sebab perubghan No. Daftar Isian 307 dan Tanda tangan Kepala Kantor,
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o

yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru Atas tanah,
menggadaikan tanah atau meminjarn uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktiken dengan
suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat vyang ditunjuk oleh Menteri Agraria se
Paraturan Pemerintah ini disebut ( Pejabat ). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agrafa,

Pasal 20.

itu sebagai warisan
eninggalnya orang itu.

Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tal
wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal
Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang wak{u tersebut pada ayat (1)
pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka gmum, maka Kepela Kantor Lelang

harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanef yang bersangkutan tentang tanah

yang akan dilelang itu.
Pasal 22,

{1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menojdk permintaan untuk membuat akta sebagai
yeng dimaksud dalam pasal 19, jika :

permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersang

tanah yang mepijadi objek perjanjian ternyata masih daiam perseljgihan;

TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal

Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai
pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak
itu.

Sebelum sertipikat baru ssbagai pengganti suatd sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal
itu harus diumumkan dua kalj B&rturut-turut depigan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita
Negara Republik Indonesia. Biaya pengumumah tersebut ditanggung olsh pemohon.

Jika dalam waktu 1 bulan iateiah pengdmuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap
pemberian sertipikat baru itu, maka barulgh sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.

Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan terssbut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap
beralesan, maka ia menclak pembgrian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permchonannya untuk meminta
keputusan hakim.

Jika Kepala Kantor Pendaftardn Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum
memberikan sertipikat baru /kepada pemohon, ia harus meminta teriebih dahulu pendapat Kepala Jawatan
Pendaftaran Tanah atau pejgbat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42,

Barang siapa dengary sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam
s dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 5.
Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
Pasal 43.

Barang giapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat
dipidagla dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44,

epala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta
oleh pejabat.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya

- bulendanlates dondasebamsyai-baryakays-fp 000
banyakaya-Rp—10-000;

(¢}
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